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1 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 Bab I. Pendahuluan
 BAB I
 PENDAHULUAN
 Sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai peranan penting dalam
 pembangunan perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Peranan
 langsung sektor pertanian dalam perekonomian nasional adalah melalui pembentukan Produk
 Domestik Bruto (PDB), penyediaan sumber devisa melalui ekspor, penyediaan pangan dan pakan,
 sumber bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penyediaan lapangan kerja dan perbaikan
 pendapatan masyarakat. Sedangkan, peranan tidak langsung sektor pertanian dalam
 perekonomian nasional yaitu melalui efek ganda (multiplier effect) berupa keterkaitan input-
 output antar industri, konsumsi danb investasi. Dengan demikian, pembangunan pertanian dapat
 memperbaiki pendapatan penduduk secara lebih merata dan berkelanjutan dan pada akhirnya
 dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan.
 Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian
 memului sistem pertanian industrial. Oleh karena itu pembangunan jangka panjang sektor
 pertanian berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian. Sedangkan sasaran
 jangka panjang pembangunan pertanian adalah : (1) terwujudnya sistem pertanian industrial yang
 berdaya saing, (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, (3) terciptanya kesempatan kerja
 penuh bagi masyarakat pertanian, dan (4) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan
 tercapainya pendapatan petani US $ 2.500 perkegiatan per tahun.
 Salah satu arah kebijakan pembangunan pertanian jangka panjang adalah mewujudkan
 pemerintahan yang baik, bersih dan berpihak kepada petani dan pertanian. Arah kebijakan ini
 dilatarbelakangi bahwa pemerintahan yang baik dan bersih mutlak diperlukan untuk mewujudkan
 visi pembangunan pertanian jangka panjang, yaitu “Terwujudnya sistem pertanian industrial
 berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan
 petani”. Pemerintah yang berpihak kepada petani dan pertanian diwujudkan melalui kebijakan
 fiskal, moneter dan perdagangan yang berpihak untuk mendukung pembangunan pertanian.
 Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Governance) sangat diperlukan dalam
 pelaksanaan pembangunan pertanian, yaitu bersih (clean), berkemampuan (competent),
 memberikan hasil positif (credibel) dan secara publik dapat dipertanggungjawabkan (accountable).
 Kenyataan menunjukkan masih ditemukannya permasalahan dalam penyelenggaraan
 pemerintahan di Kementerian Pertanian selama ini seperti praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan
 Nepotisme (KKN), tingkat kualitas pelayanan publik yang belum mampu memenuhi harapan
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 masyarakat, tingkat efisiensi, efektivitas dan produktivitas yang belum optimal, tingkat trasparansi
 dan akuntabilitas birokrasi pemerintahan yang masih rendah, dan tingkat disiplin dan etos kerja
 pegawai yang masih rendah, sehingga tujuan pembangunan pertanian dalam upaya meningkatkan
 kesejahteraan petani masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan.
 Bertolak dari kondisi tersebut diatas, Kementerian Pertanian berupaya menata sistem administrasi
 dan manajemen guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yaitu
 dengan membangun aparatur Kementerian Pertanian yang lebih berdaya guna dan berhasil guna
 dalam mengemban tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, baik pada aspek
 kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian.
 A. Kondisi Umum
 Gambaran umum mengenai kondisi aparatur Kementerian Pertanian yang meliputi aspek
 kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian atau sumberdaya manusia, dapat
 dijelaskan sebagai berikut :
 1. Kelembagaan
 Aspek organisasi merupakan bagian yang berperan penting dan menentukan bagi
 keberhasilan suatu organisasi dalam mewujudkan visi dan misinya. Peran organisasi
 merupakan kebutuhan krusial, maka harus ditata dengan baik. Walaupun Organisasi
 dan ketatalaksanaan hanya menghasilkan ”output antara” bagi proses pencapaian visi
 dan misi Kementerian Pertanian secara keseluruhan, akan tetapi tetap diperlukan
 perhatian dari para birokrat.
 Memperhatikan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi, perkembangan ilmu
 pengetahuan dan teknologi dan tuntutan masyarakat yang sedemikian besar akan
 kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik yang profesional, maka keberadaan
 unit-unit organisasi pertanian baik di Pusat maupun di Daerah (UPT) perlu ditata dan
 dikembangkan sedemikian rupa supaya mampu mewujudkan penyelenggaraan
 administrasi pembangunan pertanian yang efektif dan efisien serta mampu
 mengimplementasikan strategi dan kebijakan pembangunan pertanian.
 Dilihat dari jumlah jabatan struktural baik di Pusat maupun Unit Pelaksana Teknis
 (UPT) di lingkungan Kementerian Pertanian relatif cukup besar, yaitu 912 jabatan

Page 6
						
						

3 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 Bab I. Pendahuluan
 struktural di Pusat, dan 848 jabatan struktural di tingkat UPT yang tersebar di 157 UPT
 di seluruh Indonesia. Adapun rekapitulasi jumlah jabatan struktural ditingkat Pusat
 sepert terlihat pada tabel 1 di bawah ini.
 TABEL 1 REKAPITULASI JUMLAH ESELON DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
 NO UNIT KERJA ESELON
 JUMLAH I II III IV
 1 SEKRETARIAT JENDERAL 1 1
 - BIRO-BIRO 5 20 61 86
 - PUSAT-PUSAT 4 12 30 46
 2 INSPEKTORAT JENDERAL 1 6 4 13 24
 3 DITJEN TAN. PANGAN 1 6 25 59 91
 4 DITJEN HORTIKULTURA 1 6 25 59 91
 5 DITJEN PETERNAKAN 1 6 26 61 94
 6 DITJEN PERKEBUNAN 1 6 25 59 91
 7 DITJEN PLA 1 4 16 39 60
 8 DITJEN P2HP 1 6 26 61 94
 9 BADAN LITBANG 1 5 16 36 58
 PUSAT 2 7 15 24
 10 BADAN PSDMP 1 4 13 30 48
 11 BADAN KETAHANAN PANGAN 1 4 13 30 48
 12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 1 4 13 30 48
 13 STAF AHLI 4 4
 14 SEKRETARIAT DEWAN GULA (DGI) 1 3 4
 JUMLAH 16 68 242 586 912
 Sedangkan rekapitulasi jumlah jabatan struktural ditingkat Unit Pelaksana Teknis di
 lingkungan Kementerian Pertanian sepert terlihat pada tabel 2 di bawah ini.
 TABEL 2 REKAPITULASI JUMLAH UPT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
 NO
 UNIT KERJA PEMBINA UPT
 JMLH UPT
 JABATAN STRUKTURAL
 JUMLAH JAB
 STRUK II/a II/b III/a III/b IV/a IV/b V/a
 1 DITJEN TAN. PANGAN 3 - 2 1 5 15 - - 23
 2 DITJEN HORTIKULTURA
 3 DITJEN PETERNAKAN 22 - 7 14 25 62 51 - 159
 4 DITJEN PERKEBUNAN 4 - 3 1 5 17 - - 26
 5 DITJEN P2HP 1 - - 1 - 2 - - 3
 6 BADAN LITBANG 57 - 7 50 18 154 - - 229
 7 BADAN PSDMP 19 7 7 18 21 103 - - 156
 8 BADAN KARANTINA PERTANIAN
 51 - 6 15 34 126 38 33 252
 JUMLAH 157 7 32 100 108 479 89 33 848
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 Penataan kelembagaan baik di Pusat maupun di UPT, senantiasa mengacu kepada
 prinsip right sizing atau sesuai dengan beban pekerjaannya yang menjadi salah satu
 kebijakan dalam penataan kelembagaan aparatur negara. Disamping itu,
 dikembangkan pula jabatan fungsional agar penyelenggaraan tugas dan fungsi
 Kementerian Pertanian dapat dilaksanaan lebih efektif, efisien dan profesional.
 Penataan terhadap organisasi Kementerian Pertanian baik di pusat maupun di UPT,
 serta organisasi penunjang perlu dilaksanakan agar dicapai kemudahan pembinaan
 kepada stakeholders (pelaku usaha pertanian) dan tidak terjadi tumpang tindih
 kewenangan antara unit kerja di Kementerian Pertanian. Selain itu pemantapan tugas,
 fungsi dan struktur organisasi serta tata kerja UPT diarahkan untuk lebih meningkatan
 efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas-tugas operasional Kementerian Pertanian
 dalam azas dekonsentrasi, melalui pengembangan profesionalisme aparatur dan
 penyempurnaan ketatalaksanaan.
 Selain kelembagaan yang bersifaty struktural, terdapat pula kelembagaan yang bersifat
 non struktural di lingkungan Kementerian Pertanian seperti Komisi Pestisida, Komisi
 Pupuk, Badan Benih Nasional dan sebagainya. Kelembagaan ini melaksanakan tugas
 spesifik atau tugas penunjang dari unit struktural. Namun demikian agar tidak terjadi
 tumpang tindih tugas dengan unit kerja strukturalnya, maka kelembagaan ini perlu
 dikaji kembali apakah masih dibutuhkan keberadaannya.
 2. Ketatalaksanaan
 Ketatalaksanaan merupakan metoda atau mekanisme bagi organisasi pemerintah
 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dalam konteks reformasi birokrasi
 ketatalaksanaan diartikan sebagai business process yang berfungsi menggerakan roda-
 roda organisasi kearah yang diinginkan. Ketatalaksanaan disusun dan diterapkan
 didasarkan pada kepentingan untuk mencapai nilai-nilai tertentu yang dijunjung tinggi
 atau diinginkan oleh pimpinan suatu organisasi.
 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjelaskan
 bahwa ketatalaksanaan memiliki beberapa fungsi :
 a) Sebagai sarana untuk menjamin terjalinnya koordinasi diantara pihak-pihak
 terkait dalam pelaksanaan tugas organisasi. Tanpa adanya ketatalaksanaan
 tersebut, maka setiap orang yang terkait dengan proses pelaksanaan akan
 melakukan pekerjaannya secara sendiri-sendiri.
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 b) Sarana standardisasi proses. Standardisasi proses disini dimaksudkan agar
 seluruh rangkaian kegiatan dalam melaksanakan tugas organisasi dapat
 dilakukan sebagaimana yang direncanakan dan sesuai dengan aturan-aturan baik
 secara yuridis ataupun norma-norma lain yang harus diperhatikan.
 c) Sarana pengendalian. Ketatalaksanaan berfungsi memberikan alat ukur bagi
 penanggung jawab tugas untuk menentukan apakah pelaksanaan tugas yang
 dilakukan mengalami kendala atau penyimpangan.
 d) Sarana perbaikan. Ketatalaksanaan memiliki manfaat dalam memfasilitasi
 seluruh anggota organisasi untuk belajar mengembangkan dan memperbaiki cara
 melaksanakan tugas mereka secara terus menerus.
 Paradigma baru yang saat ini berkembang, makna ketatalaksanaan diartikan sebagai
 sarana untuk mendorong penguatan mutu pelayanan, pemberdayaan sumberdaya
 manusia aparatur, peningkatan kinerja organisasi melalui pengembangan manajemen
 kinerja yang baik.
 Dibidang ketatalaksanaan pada dasarnya penataan dimaksudkan untuk
 mendinamisasikan, dan meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan
 pembangunan pertanian. Oleh karena itu, penataan diarahkan kepada penyusunan
 dan penyempurnaaan sistem, prosedur dan tata kerja serta tata hubungan kerja
 semua unit organisasi lingkup Kementerian Pertanian.
 Penyempurnaaan prosedur dan tata kerja organisasi pada hakekatnya merupakan
 transformasi dari tugas, fungsi dan kebijakan organisasi kedalam kegiatan pelaksanaan.
 Kelemahan utama yang dihadapi oleh banyak aparatur pemerintah, yaitu masih
 lemahnya prosedur dan tata kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
 Tata kerja adalah suatu pola cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien mungkin atas
 sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, tenaga kerja, biaya, fasilitas,
 peralatan, waktu, ruang, dan sebagainya. Tata kerja yang tepat ditujukan terutama
 untuk menghindari pemborosan dan kemacetan-kemacetan serta menjamin adanya
 pembagian kerja, pembagian waktu dan koordinasi yang setepat-tepatnya.
 3. Kepegawaian
 Pembangunan pertanian memerlukan sumberdaya manusia berkualitas, artinya :
 Profesional, mampu dan optimal dalam mengaktualisasikan kemampuan diri untuk
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 mendukung pelaksanaan tugas dalam organisasi dan lapangan pembangunan pada era
 globalisasi dan lapangan pembangunan pada era globalisasi teknologi dan tentunya era
 tersebut akan menemukan tantangan dan hambatan yang sangat komplek. Untuk itu
 sumberdaya manusia perlu disiapkan sebagaimana kebutuhan organisasi modern yang
 sarat akan perubahan-perubahan.
 Sumberdaya manusia dipertemukan dalam suatu sistem organisasi yang mengatur
 penyelenggaraan pemerintahan yaitu adanya kebijakan perundang-undangan atau
 peraturan-peraturan yang ada untuk mengatur manusia. Manusia dipengaruhi oleh
 perubahan-perubahan dalam internal organisasi yang dinamis secara terus menerus.
 Mengatur dan mendapatkan sumberdaya manusia yang tepat dalam suatu organisasi
 adalah pekerjaan yang sulit dan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi.
 Kelebihan pegawai, kekurangan pegawai, beban kerja yang tidak tepat atau tidak
 sesuainya dengan kualifikasi pendikan dalam suatu pekerjaan atau jabatan akhirnya
 akan menjadi kelemahan organisasi.
 Sumberdaya manusia perlu dikembangkan secara terus menerus baik segi pembinaan,
 kebutuhan tingkat professionalnya melalaui pendidikan dan pelatihan baik untuk calon
 pegawai negeri sipil melalui prajabatan dan pendidikan dan latihan dalam jabatan
 untuk memposisikan jabatan sebagaimana prasyaratan menduduki jabatan harus
 sudah mengikuti pendidikan dan latihan dalam jabatan yang relevan dengan jabatan.
 Disamping itu, adanya sanksi sebagaimana aturan disiplin pegawai dan aturan lainnya
 untuk menjadikan sumberdaya manusia dapat lebih konsisten dalam menjalankan
 tugas dan fungsi organisasi.
 Ketersediaan sumberdaya manusia aparatur yang profesional, berkinerja tinggi,
 akuntabel, dan sejahtera merupakan tuntutan masyarakat dalam era reformasi ini.
 Oleh karena itu proses pengelolaan atau manajemen kepegawaian yang profesional,
 transparan, konsisten dan berkesinambungan merupakan sesuatu yang terus menerus
 perlu dilakukan.
 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengelolaan
 sumberdaya manusia aparatur tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1947
 tentang pokok-pokok kepegawaian dan disempurnakan menjadi undang-undang
 nomor 43 tahun 1999 yang kemudian ditindaklanjuti dengan beberapa peraturan
 pemerintah dan peraturan lainnya.
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 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
 menyebutkan bahwa pengertian manajemen pegawai negeri sipil adalah keseluruhan
 upaya upaya yang terus menerus diusahakan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas
 dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban
 kepegawaian yang meliputi perencanaan,pengadaan, pengembangan kualitas,
 penempatan, promosi, penggajian,kesejahteraan, dan pemberhentian.
 Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Pertanian berdasarkan jenis
 kelamin dan golongan ruang per Oktober 2009, menurut jenis kelamin jumlah pria
 sebanyak 13.921 orang dan wanita 6.328 orang dan menurut golongan ruang Gol.1,
 sebanyak 1.070 orang; Gol II, sebanyak 6.955 orang; Gol III sebanyak 10.247 orang; Gol
 IV sebanyak 1.977 orang dengan total jumlah pegawai negeri sipil sebanyak 20.249
 orang.
 TABEL 3 DISTRIBUSI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTANIAN
 BERDASARKAN GOLONGAN RUANG
 NO
 UNIT ESELON I
 GOLONGAN RUANG
 I II III IV JML
 1 SEKRETARIAT JENDERAL 5 319 731 81 1136
 2 INSPEKTORAT JENDERAL 4 41 156 76 277
 3 DITJEN TAN. PANGAN 27 374 421 71 893
 4 DITJEN HORTIKULTURA 19 102 235 36 392
 5 DITJEN PETERNAKAN 145 690 1044 199 2078
 6 DITJEN PERKEBUNAN 43 1452 776 122 2393
 7 DITJEN PLA 7 99 194 62 362
 8 DITJEN P2HP 4 90 205 69 368
 9 BADAN LITBANG 558 2361 3920 869 7708
 10 BADAN PSDMP 228 662 983 269 2142
 11 BADAN KETAHANAN PANGAN 3 74 233 44 354
 12 BADAN KARANTINA PERTANIAN 27 691 1349 80 2147
 JUMLAH 1070 6955 10247 1977 20249
 Sedangkan keragaan sumberdaya manusia aparatur pertanian di lihat dari tingkat
 pendidikan, S3 sebanyak 366 orang; S2 sebanyak 2298 orang; S1 sebanyak 5332 orang;
 DIII/SM sebanyak 1013 orang; SLTA sebanyak 6379 orang; SLTP sebanyak 654 orang;
 dan SD sebanyak 1207 orang. Data selengkapnya keadaan pegawai Kementerian
 Pertanian menurut tingkat pendidikan adalah sebagaimana tercantum dalam tabel 4 di
 bawah ini.
 TABEL 4

Page 11
						
						

8 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 Bab I. Pendahuluan
 KEADAAN PEGAWAI KEMENTERIAN PERTANIAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN PERIODE OKTOBER 2009
 NO UNIT KERJA
 PENDIDIKAN
 JUMLAH
 S-3 S-2 S-1 SM/D-III SLTA SLTP SD
 1 SEKRETARIAT JENDERAL 16 103 332 61 602 15 7 1136
 2 INSPEKTORAT JENDERAL 2 101 98 4 60 5 7 277
 3 DITJEN TAN. PANGAN 1 49 286 46 460 21 30 893
 4 DITJEN HORTIKULTURA 5 49 162 19 128 14 15 392
 5 DITJEN PETERNAKAN 15 316 282 103 1013 142 207 2078
 6 DITJEN PERKEBUNAN 5 122 421 82 1691 27 45 2393
 7 DITJEN PLA 4 65 130 16 127 8 12 362
 8 DITJEN P2HP 6 64 181 14 98 3 2 368
 9 BADAN LITBANG 282 921 2014 417 3189 299 586 7708
 10 BADAN PSDMP 19 230 648 165 715 102 262 2141
 11 BADAN KETAHANAN PANG. 8 33 130 16 157 2 8 354
 12 BADAN KARANTINA PERT. 3 245 648 70 1139 16 26 2147
 JUMLAH 366 2298 5332 1013 6379 654 1207 20249
 B. Potensi, Permasalahan dan Tantangan
 1. Potensi
 Untuk mendukung tugas-tugas Biro Organisasi dan Kepegawaian, potensi sumberdaya
 yang dimiliki baik sumberdaya manusia (pegawai), keuangan dan sarana dan prasarana
 kerja adalah sebagai berikut :
 a. Sumberdaya Manusia
 Sumberdaya manusia atau pegawai memegang peranan penting dalam setiap
 pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam hal ini kekuatan atau keragaan pegawai
 Biro Organisasi dan Kepegawaian sampai dengan Nopember 2009 adalah 142
 orang. Adapun komposisi pegawai Biro Organisasi dan Kepegawaian di lihat dari
 kualifikasi pendidikan, jabatan dan golongan, seperti dalam tabel di bawah ini :
 TABEL 5 SUMBERDAYA MANUSIA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
 BERDASARKAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN
 No. Pendidikan Tahun 2009
 1 SD 1
 2 SMA 73
 3 D3 8
 4 S1 34
 5 S2 26
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 Jumlah 142
 TABEL 6 SUMBERDAYA MANUSIA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
 BERDASARKAN JABATAN
 No. Eselon Tahun 2009
 1 II 1
 2 III 2
 3 IV 14
 4 Staf 125
 Jumlah 142
 TABEL 7 SUMBERDAYA MANUSIA BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
 BERDASARKAN GOLONGAN
 No. Golongan Tahun 2009
 1 IV 13
 2 III 98
 3 II 30
 4 I 1
 Jumlah 142
 b. Keuangan
 Biro Organisasi dan Kepegawaian merupakan salah satu Satuan Kerja di
 lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang untuk membiayai
 seluruh kegiatannya, anggarannya berasal dari DIPA Sekretariat Jenderal
 Kementerian Pertanian. Dengan berpedoman pada penganggaran berbasis
 kinerja (PBK), besarnya anggaran Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai dengan
 prinsip “money follow function” mengikuti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
 c. Sarana dan Prasarana Kerja
 Sama halnya dengan sumberdaya manusia, sarana kerja juga memegang peranan
 penting dalam pelaksdanaan tugas dan fungsi. Dalam hal ini sarana kerja yang
 dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian sampai dengan Desember 2009, terdiri
 dari :
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 TABEL 8 SARANA DAN PRASARANA KERJA
 No.
 Jenis Barang
 Jumlah (Unit)
 1
 Komputer
 25
 2 Mesin Tik Manual 4
 3 Mesin Tik Elektronik 1
 4 Kendaraan Operasional Roda Dua 9
 5 Kendaraan Operasional Roda Empat 12
 6 Pesawat Telepon 2
 7 Faxcimile 2
 8 Infocus 6
 9 Laptop 10
 10 Wireless 1
 11 Mesin Hitung 2
 Dari isi manajerial lain seperti koordinasi kerja dengan pihak internal maupun
 eksternal relatif cukup baik, sehingga komunikasi dan hubungan kerja dirasakan
 cukup lancar.
 2. Permasalahan
 Upaya untuk mewujudkan sistem administrasi dan manajemen yang efektif dan efisien
 pada Kementerian Pertanian dihadapkan pada permasalahan-permasalahan baik pada
 aspek organisasi, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. Secara garis besar
 permasalahan yang dihadapi, antara lain :
 a. Organisasi
 Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan kelembagaan
 aparatur pertanian yang profesional dan tanggap terhadap perubahan
 lingkungan strategis dan aspirasi masyarakat, antara lain :
 1) Penyelenggaraan administrasi pembangunan pertanian memerlukan
 dukungan aparatur pertanian yang tangguh, baik yang beraspek
 kelembagaan maupun ketatalaksanaan dan sumberdaya manusianya.
 Walaupun upaya penataan kelembagaan aparatur pertanian telah
 dilaksanakan, namun belum sepenuhnya kelembagaan tersebut dapat

Page 14
						
						

11 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 Bab I. Pendahuluan
 berfungsi secara efektif. Kendala utama yang dihadapi adalah belum
 tersusunnya sistem dan prosedur bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi
 pada sebagian besar unit kerja lingkup Kementerian Pertanian. Disamping
 itu, berbagai sistem dan prosedur kerja yang telah ada perlu dikaji kembali
 dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan pembangunan pertanian
 dewasa ini.
 2) Kelembagaan UPT belum berjalan dengan efisien, karena tenaga-tenaga
 profesional yang menangani tugas pokok sampai saat ini belum semuanya
 dikukuhkan dalam jabatan fungsional.
 3) Kelembagaan Non Struktural yang berbentuk Komisi, Badan atau Tim perlu
 dikaji kembali keberadaannya, karena seringkali menimbulkan adanya
 tumpang tindih dengan pelaksanaan tugas unit kerja struktural.
 4) Keberadaan Pusat-Pusat di Kementerian Pertanian perlu dikaji kembali
 keberadaannya, karena adanya tumpang tindih dengan tugas pokok yang
 ada di unit kerja lain di eselon I lingkup Kementerian Pertanian.
 5) Kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia aparat pertanian masih perlu
 ditingkatkan dan atau ditambah dan ditempatkan sesuai dengan
 keahliannya, baik bagi aparat yang menduduki jabatan struktural maupun
 yang menduduki jabatan fungsional, serta harus dibekali dengan
 pengetahuan manajemen modern.
 6) Jabatan fungsional di lingkungan Depertemen Pertanian perlu lebih
 ditingkatkan pengembangan dan pembinaannnya.
 b. Tatalaksana
 Berbagai permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan
 ketatalaksanaan yang mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pembangunan
 pertanian, antara lain :
 1) Kelemahan utama yang dihadapi oleh banyak birokrasi pemerintah selama
 ini karena belum adanya atau masih lemahnya prosedur dan tata kerja
 dalam melaksanakan tugas dan fungsi birokrasi tersebut. Akibatnya apabila
 terjadi pergantian pimpinan organisasi diperlukan waktu untuk
 mengapresiasikan tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan, dan bahkan
 bisa terjadi perbedaan persepsi dalam memahami tugas dan fungsi.
 2) Dalam rangka mendukung upaya peningkatan daya saing produk pertanian
 dalam era perdagangan bebas dan otonomi daerah, ketersediaan Pedoman
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 Umum memacu perkembangan komoditas andalan masing-masing wilayah
 yang sesuai dengan agroekosistemnya belum sepenuhnya tersedia.
 3) Pelaksanaan otonomi daerah membawa konsekuensi pembagian urusan di
 bidang pertanian antara pusat, propinsi dan kabupaten/kota.
 4) Belum tersusunnya sistem dan prosedur bagi penyelengaraan tugas dan
 fungsi pada sebagian besar unit kerja lingkup Depertemen Pertanian.
 5) Sistem dan Prosedur yang ada belum sepenuhnya dapat diaplikasikan,
 untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi.
 6) Dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, Menteri Pertanian wajib
 memberikan pembinaan teknis atas pelaksanaan urusan-urusan yang telah
 ditata dan diserahkan ke daerah. Untuk itu, diperlukan adanya norma,
 standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dalam pelaksanaan pembinaan teknis
 tersebut.
 c. Kepegawaian
 Secara umum permasalahan yang muncul dalam manajemen kepegawaian
 diseluruh instansi adalah sebagai berikut :
 1) Penyusunan formasi belum sepenuhnya didasarkan atas analisis beban
 kerja untuk memperoleh kebutuhan riil organisasi. Pada umumnya unit
 pengelola kepegawaian hanya meminta data kebutuhan pegawai, sehingga
 belum teridentifikasi berapa kebutuhan riil pegawai baik dilihat dari
 kualitas maupun kuantitasnya.
 2) Proses pengisian formasi yang lowong belum sepenuhnya berdasarkan
 kebutuhan riil organisasi, terutama menyangkut jumlah dan kualifikasi
 pendidikan. Selain itu dalam proses pengadaan, belum sepenuhnya
 memenuhi prinsip-prinsip obyektivitas, transparansi, tidak diskriminatif,
 bebas KKN, dan akuntabilitas serta tidak dipungut biaya.
 3) Pendidikan dan pelatihan SDM Aparatur belum berbasis kompetensi.
 Selama ini pelatihan yang dilakukan hanya untuk memenuhi prosedur dan
 program kerja, sehingga pelatihan hanya menghasilkan peserta pelatihan
 yang berfokus pada pengetahuan dan keterampilan saja.
 4) Pengangkatan dalam jabatan, promosi, dan mutasi belum sepenuhnya
 berdasarkan kompetensi dan kinerja. Pelaksanaan pengangkatan dalam
 jabatan dan promosi tidak memiliki pola yang jelas.
 5) Implementasi penilaian kinerja dan kompetensi individu (pegawai) belum
 dapat menjamin obyektivitas dalam mempertimbangkan pengangkatan

Page 16
						
						

13 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 Bab I. Pendahuluan
 dalam jabatan dan kenaikan pangkat. Penilaian prestasi kerja selama ini
 belum memiliki indikator yang jelas.
 6) Penegakan disiplin belum dilaksanakan secara konsisten.
 7) Kesejahteraan yang meliputi gaji, tunjangan, pensiun, tabungan hari tua,
 asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan belum
 memberikan manfaat yang optimal.
 8) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian belum sepenuhnya mampu
 mendukung proses pengambilan keputusan untuk mendukung
 pengembangan SDM Aparatur yang berbasis kompetensi dan kinerja.
 3. Tantangan
 Disamping permasalahan mendasar tersebut di atas, pembangunan sistem
 administrasi dan manajemen yang menyangkut aspek kelembagaan, ketatalaksanaan
 dan kepegawaian dihadapkan pada tantangan yang disebabkan oleh karena tuntutan
 masyarakat yang semakin meningkat terkait dengan kualitas pelayanan dan kinerja
 birokrasi, kebijakan baru, paradigma baru, maupun perkembangan ilmu pengetahuan
 dan teknologi, yang memerlukan penanganan secara cermat dan tepat, antara lain :
 a. Penataan organisasi Kementerian Pertanian yang proporsional dengan beban tugasnya. Tuntutan akan organisasi Kementerian/Lembaga yang proporsional dengan
 beban tugasnya (right sizing) menjadi alah satu amanat dari kebijakan reformasi
 birokrasi yang saat ini sedang bergulir diseluruh instansi pemerintah.
 Saat ini struktur organisasi Kementerian Pertanian termasuk Unit Pelaksana
 Teknisnya relatif cukup besar yaitu sebanyak 1.775 unit kerja, mulai dari unit
 kerja eselon I, II, III dan IV, dengan rincian Kantor Pusat sebanyak 927 unit kerja,
 dan Unit Pelaksana Teknis sebanyak 848 unit kerja. Sejalan dengan peranan
 pemerintah sebagai pengarah daripada pelaksana (steering rather than rowing),
 maka seyogyanya struktur organisasi Kementerian Pertanian di tingkat kantor
 pusat akan semakin ramping.
 Selain itu dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
 Negara Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana
 Teknis pada Kementerian/Non Kementerian, dimana salah satu ketentuannya
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 mengenai batasan eselonering tertinggi sebuah Unit Pelaksana Teknis, setingkat
 eselon III/a, maka apabila dilaksanakan akan terjadi pengurangan eselonering
 yang cukup significan.
 b. Peningkatan profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan
 fungsional Rumpun Ilmu Hayat. Sejalan dengan tuntutan pembangunan pertanian, maka peningkatan
 profesionalisme pegawai menjadi suatu yang mutlak untuk dilakukan. Salah satu
 upayanya adalah dengan pengembangan jabatan fungsional. Saat ini jabatan
 fungsional rumpun ilmu hayat yang ada sebanyak 9 (sembilan) jenis jabatan
 fungsional, yaitu Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian, Jabatan Fungsional
 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Jabatan Fungsional Pengawas
 Benih Tanaman, Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak, Jabatan Fungsional
 Medik Veteriner, Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner, Jabatan Fungsional
 Mutu Benih, Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak, Jabatan
 Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
 Dengan dikembangkannya jabatan fungsional, selain dalam upaya peningkatan
 profesionalisme pegawai, juga disebabkan terbatasnya jumlah jabatan struktural,
 sehingga dapat dihindari “antrian” yang panjang karena pegawai berharap pada
 jabatan struktural.
 Tantangan yang dihadapi, bagaimana merubah mind set pegawai bahwa dalam
 implementasi kedudukan pegawai negeri sipil sebagai abdi negara dan abdi
 masyarakat, jabatan fungsional sama kedudukan dan peranannya dengan
 jabatan struktural. Sehingga jika pemahaman atau persepsi ini sudah sama, maka
 profesionalisme pegawai melalui pengembangan jabatan fungsional dapat
 tercapai.
 c. Peningkatan kualitas pelayanan publik
 Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945, Negara mempunyai kewajiban untuk melayani setiap
 warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya
 dalam kerangka pelayanan publik.
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 Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan
 penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan
 seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk
 tentang peningkatan pelayanan publik, yaitu pelayanan publik yang cepat, tepat
 dan murah, serta transparan. Instrumen kebijakan yang sudah ditetapkan adalah
 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Dalam hal ini
 undang-undang tersebut di atas salah satunya mengamanatkan perlunya disusun
 standar pelayanan publik pada semua jenis layanan yang diberikan oleh
 Kementerian Pertanian.
 d. Peningkatan kualitas ketatalaksanaan yang mampu menjamin efektivitas dan
 efisiensi pelaksanaan pembangunan pertanian.
 Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan pertanian,
 Kementerian Pertanian dihadapkan pada keterbatasan sumberdaya, baik
 anggaran, SDM, sarana dan prasarana, kewenangan dan sebagainya.
 Keterbatasan ini mengharuskan Kementerian Pertanian untuk bekerja secara
 efektif, efisien dan akuntabel.
 Untuk bekerja secara efektif, efisien dan akuntabel sebagaimana digariskan di
 atas, diperlukan ketatalaksanaan yang baik. Dalam hal ini pada sebagian besar
 kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sudah memiliki tatalaksana, terlebih saat ini
 sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, Kementerian Pertanian telah
 memiliki 25.034 buah Standar Operasional Prosedur (SOP).
 Sehubungan dengan sudah ditetapkannya SOP tersebut, perlu dilakukan upaya-
 upaya yang dapat menjamin berjalannya SOP tersebut, kemudian dilakukan
 evaluasi dan penyempurnaan-penyempurnaan jika dipandang perlu.
 e. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pertanian
 Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sesuai
 dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2001 tentang Rencana Pembangunan
 Jangka Panjang, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
 Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi,
 yang kemudian dicabut dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun
 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional Tahun 2010-2025, dan
 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20
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 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Nasional 2010-2014, mewajibkan
 seluruh Kementerian/Lembaga/-Pemerintah Daerah untuk melakukan reformasi
 birokrasi.
 Sebagai sebuah proses perubahan, kebijakan reformasi birokrasi yang baru menetapkan
 8 (delapan) area perubahan, yaitu organisasi, tatalaksana, sumberdaya manusia
 aparatur, peraturan perundang-undangan, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik,
 pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur. Sedangkan pada tahun
 2014 diharapkan keadaan birokrasi sudah berhasil mencapai peningkatan dalam 4
 (empat) hal, yaitu :
 1) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, bebas dari korupsi, kolusi dan
 nepotisme.
 2) Kualitas pelayanan publik.
 3) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.
 4) Profesionalisme SDM aparatur yang didukung oleh sistem rekruitmen dan promosi
 aparatur yang berbasis kompetensi, transparan, dan mampu mendorong mobilitas
 aparatur antar daerah dan antar pusat dan daerah, serta memperoleh gaji dan
 bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.
 Kebijakan reformasi birokrasi dilihat dari sisi perubahan yang dilakukan bersifat positif,
 disisi lain keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi akan dapat meningkatkan
 kesejahteraan pegawai, karena sebagai kompensasinya akan diberikan reward dalam
 bentuk tunjangan kinerja.
 f. Peningkatan kualitas pelaksanaan otonomi daerah bidang pertanian. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah tidak dapat dilepaskan dari dukungan
 di masing-masing sektor/bidang pembangunan termasuk pertanian, yaitu dalam
 bentuk pembinaan dan pemberdayaan kapasitas daerah.
 Dalam konteks pembinaan dan pemberdayaan kapasitas daerah tersebut, bentuk
 kegiatannya antara lain penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria
 (NSPK). Penyusunan NSPK ini sekaligus sebagai bentuk adanya keterkaitan antara
 pemerintah, propinsi dan kabupaten/kota dalam kerangka Negara Kesatuan
 Republik Indonesia. Selain itu juga memberikan acuan bagi pemerintah daerah
 dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenanganannya
 dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan, baik undang-
 undang maupun kebijakan pemerintah pusat.
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 g. Peningkatan kualitas perencanaan dan pengadaan kebutuhan pegawai
 Salah satu permasalahan di bidang kepegawaian yang harus dihadapi adalah
 proses pengisian formasi yang lowong belum sepenuhnya berdasarkan
 kebutuhan riil organisasi, terutama menyangkut jumlah dan kualifikasi
 pendidikan. Selain itu dalam proses pengadaan, belum sepenuhnya memenuhi
 prinsip-prinsip obyektivitas, transparansi, tidak diskriminatif, bebas KKN, dan
 akuntabilitas serta tidak dipungut biaya.
 Sejalan dengan era keterbukaan, akuntabilitas dan tuntutan pelayanan kepada
 masyarakat yang semakin berkualitas serta tuntutan pemenuhan kebutuhan
 masyarakat yang semakin meningkat, kondisi ini harus menjadi concern dan
 diperbaiki. Beberapa hal yang perlu diperbaiki antara lain :
 Perencanaan kebutuhan pegawai harus berdasarkan kebutuhan riil atau
 berdasarkan beban tugas suatu unit kerja dan kejelasan kompetensi pegawai
 yang diperlukan. Oleh karena itu perlu dibangun standar kompetensi
 pegawai dan mekanisme perencanaan kebutuhan pegawai yang jelas dan
 transparan.
 Pengadaan pegawai dilakukan secara adil, obyektif, tansparan, akuntabel
 serta tidak dipungut biaya. Proses pengadaan pegawai harus dapat
 menjamin, bahwa PNS yang direkrut memang merupakan yang terbaik dan
 sesuai dengan formasi dan kompetensi pegawai yang dibutuhkan.
 h. Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kepegawaian.
 Status kepegawaian seorang PNS dibuktikan dengan adanya dokumen/keputusan
 pengangkatan dan kepangkatan, pemberhentian, pensiun dan dokumen mutasi
 lainnya dari pejabat yang berwenang. Dokumen/keputusan tersebut selain
 menggambarkan status seorang pegawai, juga merupakan dasar bagi pemerintah
 dalam memberikan gaji maupun tunjangan yang menjadi hak pegawai, artinya
 terkait dengan kesejahteraan seorang pegawai.
 Proses penetapan dokumen/keputusan tersebut umumnya dilakukan secara
 reguler dan waktunya sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan di
 bidang kepegawaian. Namun dalam pelaksanaannya pelayanan administrasi
 kepegawaian yang cepat, tepat dan transparan ini masih perlu ditingkatkan,
 sehingga tidak merugikan pegawai yang bersangkutan.
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 BAB II
 VISI, MISI DAN TUJUAN ORGANISASI
 Manajemen modern menuntut setiap unit kerja lingkup Sekretariat Jenderal mempunyai Rencana
 Strategis sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas dan fungsinya dengan mengantisipasi
 perkembangan masa depan, sekaligus sebagai sarana untuk melakukan pengawasan.
 Rencana Strategis Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektoral
 yang harus disusun oleh setiap instansi pemerintah (eselon I dan II) untuk periode tahun 2015
 sampai dengan tahun 2019. Secara substansi, Renstra Tahun 2015-2019 berpedoman pada
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III yaitu periode
 2015-2019. Tahap III RPJMN ini bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara
 menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang
 berbasis pada sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas
 serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2010 yang baru saja digantikan
 dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
 Kementerian Pertanian. Biro Organisasi dan Kepegawaian menyelenggarakan tugas dan fungsi;
 a) penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan organisasi, serta pengembangan jabatan
 fungsional dan budaya kerja;
 b) penyusunan, evaluasi, dan penyempurnaan tata laksana, fasilitasi reformasi birokrasi lingkup
 Kementerian Pertanian serta penyelenggaran sistem pengendalian internal lingkup
 Sekretariat Jenderal;
 c) pelaksanaan perencanaan, pengembangan, dan penilaian kinerja pegawai;
 d) pelaksanaan mutasi pegawai; dan
 e) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan peraturan menteri pertanian
 tersebut, susunan organisasi Biro Organisasi dan Kepegawaian terdiri dari :
 a. Bagian Organisasi;
 b. Bagian Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi;
 c. Bagian Perencanaan dan Pengembangan Pegawai;
 d. Bagian Mutasi; dan
 e. Kelompok Jabatan Fungsional.
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 Dengan memperhatikan tugas dan fungsi tersebut di atas, maka ditetapkanlah visi, misi, tujuan,
 dan sasaran, sebagai berikut :
 A. V I S I
 “Menjadi agen perubahan (agent of change) dalam memperkuat kelembagaan dan
 ketatalaksanaan yang efektif dan efisien serta meningkatkan profesionalisme dan
 kompetensi SDM aparatur pertanian”.
 B. M I S I
 Sesuai visi tersebut di atas, dapat dirumuskan misi Biro Organisasi dan Kepegawaian :
 1. Memperkuat kelembagaan pertanian yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang jelas
 serta sesuai dengan beban tugasnya.
 2. Memperkuat ketatalaksanaan yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan
 pemerintah.
 3. Meningkatkan kualitas penerapan budaya pelayanan prima kepada seluruh
 stakeholders.
 4. Meningkatkan kualitas profesionalisme dan kinerja sumber daya manusia aparatur
 pertanian.
 C. TUJUAN
 Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka tujuan jangka panjang Biro Organisasi
 dan Kepegawaian:
 1. Memperkuat kelembagaan bidang pertanian (Pusat dan Daerah) yang tepat ukuran dan
 fungsi.
 2. Memperkuat ketatalaksanaan birokrasi pertanian (sistem, prosedur dan tata hubungan
 kerja) yang lebih efektif dan efisien.
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang pertanian (pelayanan prima kepada
 stakeholders).
 4. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja SDM aparatur pertanian yang lebih baik.
 5. Meningkatkan pelayanan administrasi dan kesejahteraan pegawai.
 6. Melaksanakan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan
 dalam pencapaian output strategis biro.
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 D. SASARAN STRATEGIS
 Berdasarkan tujuan tersebut diatas, sasaran strategis yang ingin dicapai adalah sebagai
 berikut :
 1. Meningkatnya organisasi birokrasi pertanian (pusat dan daerah) dengan tugas pokok
 dan fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih serta struktur organisasi yang sesuai
 dengan beban tugasnya.
 2. Meningkatnya sistem, prosedur, dan tata hubungan kerja yang menjamin efektivitas dan
 efisiensi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah.
 3. Terwujudnya budaya kerja aparatur pertanian sesuai dengan nilai-nilai yang ada serta
 penerapan pelayanan prima kepada seluruh stakeholder bidang pertanian.
 4. Terwujudnya profesionalisme dan kinerja pegawai yang baik melalui penerapan sistem
 manajemen ASN; perencanaan, pengembangan karir, dan kinerja pegawai.
 5. Meningkatnya pembinaan, layanan administrasi, dan kesejahteraan pegawai.
 6. Melakukan fasilitasi di bidang perencanaan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan
 dalam pencapaian output strategis biro.
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 BAB III
 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
 Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, degan
 memperhatikan sumberdaya organisasi yang dimiliki Biro Organisasi dan Kepegawaian, dan
 kondisi lingkungan strategis yang terjadi, telah ditetapkan cara atau strategi pencapaian tujuan
 dan sasaran yang meliputi penetapan arah kebijaksanaan, dan strategi yang kemudian
 diterjemahkan dalam bentuk kegiatan operasional, yang secara rinci dapat diuraikan sebagai
 berikut :
 A. Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ke tiga (2015-2019), disusun
 sebagai penjabaran dari Visi, Misi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden Jokowi (Joko
 Widodo) dan Jusuf Kalla serta berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang
 Nasional (RPJPN) 2005-2025.
 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap III, periode 2015-2019,
 bertujuan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan
 menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis pada
 sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas serta kemampuan
 ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
 (RPJMN) 2015 – 2019 telah disusun strategi pembangunan melalui tiga dimensi
 pembangunan, yaitu:
 1. Dimensi Pembangunan Manusia, yang meliputi: pendidikan, kesehatan, perumahan, dan
 mental/karakter;
 2. Dimensi Pembangunan Sektor Unggulan, yang meliputi: kedaulatan pangan, kedaulatan
 energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, serta pariwisata dan industri;
 3. Dimensi Pemerataan dan Kewilayahan, yang meliputi: antar kelompok pendapatan,
 antar wilayah desa, pinggiran, luar Jawa, dan Kawasan Timur.
 Dimensi-dimensi pembangunan dimaksud hanya dapat diwujudkan pelaksanaannya jika
 didukung dengan kepastian dan penegakan hukum, keamanan dan ketertiban, politik dan
 demokrasi serta tata kelola dan reformasi birokrasi yang berjalan dengan baik. Dengan
 demikian, pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran yang sangat penting dalam
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 mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Tanpa adanya dukungan tata kelola yang
 baik, target-target pembangunan tidak mungkin dapat dicapai dengan baik pula.
 Keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan
 tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan
 reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi
 birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Karena itu, pelaksanaan reformasi
 birokrasi 2015 – 2019 merupakan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan
 sebelumnya.
 Agenda satu tahun pertama dalam Pembangunan Jangka Menengah 2015-2019, juga
 dimaksudkan sebagai upaya membangun fondasi untuk melakukan akselerasi yang
 berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya, disamping melayani kebutuhan-kebutuhan
 dasar masyarakat yang tergolong mendesak. Dengan berlandaskan fondasi yang lebih kuat,
 pembangunan pada tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan dengan lancar. Sementara,
 agenda lima tahun selama tahun 2015-2019 sendiri diharapkan juga akan meletakkan
 fondasi yang kokoh bagi tahap-tahap pembangunan selanjutnya. Dengan demikian, strategi
 pembangunan jangka menengah, termasuk di dalamnya strategi pada tahun pertama,
 adalah strategi untuk menghasilkan pertumbuhan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat
 secara berkelanjutan.
 B. Arah Kebijakan dan Strategi Biro Organisasi dan Kepegawaian
 1. Kebijakan
 Dalam rangka pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran, maka dengan
 memperhatikan kondisi sumberdaya yang dimiliki, arah kebijakan yang ditempuh
 dalam rangka pembinaan aparatur pertanian adalah kebijakan peningkatan kualitas
 kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM aparatur pertanian, dan pelayanan 22publik
 serta otonomi daerah bidang pertanian.
 2. Strategi
 Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut di atas,
 dengan memperhatikan sumberdaya organisasi dan kondisi lingkungan strategis yang
 terjadi, telah ditetapkan cara (strategi) pencapaian tujuan dan sasaran yang kemudian
 diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan.
 Strategi yang ditempuh Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam jangka waktu 5 (lima)
 tahun yakni dari tahun 2015 – 2019 sebagai berikut :
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 a. Stream lining organisasi melalui penajaman visi, misi, tugas pokok dan fungsi
 guna memperoleh bentuk organisasi birokrasi yang profesional sesuai dengan
 beban tugasnya.
 b. Penyempurnaan ketatalaksanaan (sistem, prosedur dan tata kerja) agar tercapai
 koordinasi dan sinkronisasi yang setepat-tepatnya antar unit kerja lingkup
 Deptan dan dengan instansi terkait.
 c. Peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia aparatur pertanian melalui
 pengembangan jabatan fungsional dan penyelenggaraan pendidikan dan latihan.
 d. Meletakkan landasan yang kokoh bagi terselenggaranya otonomi daerah di
 bidang pertanian secara efektif dan efisien.
 e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang mutakhir dalam
 penyelenggaraan administrasi dan manajemen pembangunan pertanian.
 f. Penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian secara lebih
 terkoordinasi antara instansi terkait (misalnya : kerja satu atap).
 3. Kegiatan
 Sesuai dengan kebijakan reformasi perencanaan dan anggaran, khususnya terkait
 dengan pengukuran kinerja unit kerja, capaian program dalam bentuk outcome
 menjadi tanggung jawab Kementerian dan Unit Kerja Eselon I, sedangkan pada
 tingkatan unit kerja eselon III dan Unit Kerja Mandiri bertanggung jawab pada capaian
 kegiatan dalam bentuk output. Sehubungan dengan itu kegiatan-kegiatan Biro
 Organisasi dan Kepegawaian dilakukan untuk mencapai kinerja program Sekretariat
 Jenderal Kementerian Pertanian, yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
 Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
 Mengacu pada program Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian tersebut di atas,
 nama kegiatan Biro Organisasi dan Kepegawaian adalah Peningkatan Kualitas
 Kelembagaan, Ketatalaksanaan, Pelayanan Publik, dan Kepegawaian. Kegiatan
 tersebut kemudian dijabarkan dalam bentuk sub-sub kegiatan. Sub kegiatan dan
 indikator kinerja outputnya Biro Organisasi dan Kepegawaian yang akan dilakukan
 pada kurun waktu 2015 – 2019, berdasarkan pendekatan fungsi meliputi :
 a. Penguatan Kelembagaan
 1) Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah Bidang Pertanian
 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang
 membatasi jumlah kementerian paling banyak 34 (tiga puluh empat).
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 Artinya jumlah kementerian tidak dimungkinkan melebihi jumlah yang
 ditentukan, dan diharapkan akan terjadi pengurangan.
 Sebagai tindaklanjut dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, maka
 ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi
 Kementerian Negara yang mengamanatkan kementerian negara berjumlah
 34 (tiga puluh empat) diantaranya Kementerian Pertanian. Dalam
 Peraturan Presiden tersebut mengatur tentang tugas, fungsi dan susunan
 organisasi kementerian negara.
 Untuk Kementerian Pertanian sebagai kementerian yang menangani
 urusan pemerintahan yang ruang lingkup kementeriannya disebutkan
 dalam Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai tugas menyelenggarakan
 urusan pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
 pemerintahan negara, dengan fungsi:
 1. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya;
 2. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung
 jawabnya;
 3. pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya;
 4. pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan
 kementerian di daerah; dan
 5. pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
 Berkaitan dengan hal tersebut, untuk mendukung pembangunan pertanian
 untuk periode tahun 2010 - 2014, perlu dilakukan penataan organisasi
 Kementerian Pertanian, dengan memperhatikan hasil evaluasi organisasi,
 rencana strategis, tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian, serta
 perkembangan lingkungan strategis. Hasil penataan tersebut, selanjutnya
 disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi sebagai bahan masukan dalam menyusun Peraturan
 Presiden tentang Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi Kementerian
 Negara.
 2) Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanian
 Penyelenggaraan desentralisasi mensyaratkan pembagian urusan
 pemerintahan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah. Urusan
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 pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi
 kewenangan Pemerintah dan urusan pemerintahan yang dikelola secara
 bersama antar tingkatan dan susunan pemerintahan atau konkuren.
 Urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah
 adalah urusan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan,
 moneter dan fiskal nasional, yustisi, dan agama. Urusan pemerintahan
 yang dapat dikelola secara bersama antar tingkatan dan susunan
 pemerintahan atau konkuren adalah urusan-urusan pemerintahan selain
 urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi urusan Pemerintah.
 Untuk menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi
 kewenangan daerah, maka dibentuk organisasi perangkat daerah. Dalam
 pelaksanaan pembinaan dan pengendalian organisasi perangkat daerah,
 pemerintah senantiasa melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian
 arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, dan pelatihan, sehingga
 sinkronisasi dan simplikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka
 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu diharapkan agar terjadi
 sinergi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian. Oleh karena itu
 diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan Perangkat Daerah yang
 memudahkan koordinasi antara pusat dan daerah dan jelas pipe linenya
 akan tetapi tetap disesuaikan dengan kebutuhan daerah.
 Sejalan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
 Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
 Perangkat Daerah, maka daerah provinsi dan kabupaten/kota diwajibkan
 menyusun organisasi perangkat daerahnya sesuai dengan Peraturan
 Pemerintah tersebut. Untuk itu Kementerian Pertanian sebagai instansi
 pembina di bidang pertanian merasa berkewajiban memberikan
 rekomendasi susunan organisasi perangkat daerah yang sesuai dengan
 struktur organisasi Kementerian Pertanian. Sehingga pembangunan
 Pertanian semua daerah dapat berperan aktif dalam mewujudkan
 pembagunan Pertanian secara nasional.

Page 31
						
						

Bab III. Arah Kebijakan dan Strategi
 26 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 b. Peningkatan Kualitas Jabatan Fungsional, Pelayanan Publik dan Budaya Kerja
 1) Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Jabtan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, dinyatakan
 bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS serta
 peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
 pembangunan, perlu dikembangkan Jabatan Fungsional. Pengembangan
 jabatan fungsional dibutuhkan karena tuntutan pembinaan karier para
 petugas teknis yang sudah eksis dan memiliki fungsi yang jelas, namun
 belum memiliki wadah karier (jabatan). Oleh karena itu perlu
 dikembangkan jabatan fungsional baru sebagai wahana pengembangan
 karier petugas teknis tersebut.
 Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina 8 (delapan) jenis jabatan
 fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian, memiliki kewajiban
 melaksanakan pembinaan terhadap seluruh pemangku kepentingan terkait
 jabatan fungsional. Terkait hal tersebut, perlu ditetapkan suatu
 pedoman/juklak/juknis sebagai acuan pelaksanaan jabatan fungsional.
 Pedoman jabatan fungsional secara umum ditetapkan dalam bentuk
 Peraturan Menpan dan Reformasi Birokrasi, sedangkan juklak dan
 juknisnya ditetapkan melalui Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan
 Kepala BKN serta Peraturan Menteri Pertanian. Seluruh aturan tersebut
 akan dipedomani oleh para pejabat fungsional dalam menjalankan tugas
 fungsinya sebagai ujung tombak kegitan teknis di lapangan.
 Selain itu sejalan dengan dinamika organisasi, maka perlu dilakukan
 penyempurnaan terhadap pedoman/juklak yang telah ditetapkan
 sebelumnya, yaitu jabatan fungsional Medik Veteriner, Paramedik
 Veteriner, juklak/juknis jabatan fungsional Pengawas Benih Tanaman, serta
 pedoman jabatan fungsional Pengawas Mutu Pakan. Diharapkan melalui
 revisi menyeluruh terhadap seluruh pedoman jabatan fungsional, para
 pejabat fungsional rumpun ilmu hayat lingkup pertanian akan semakin
 termotivasi dalam kinerja dan lebih terpacu untuk berprestasi.
 2) Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional Bidang Pertanian
 Salah satu bentuk pembinaan lain yang dilakukan adalah melalui
 pelaksanaan koordinasi dalam bentuk diskusi dua arah (two way discusion),
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 dengan melibatkan anggota Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional
 Rumpun Ilmu Hayat dan Non Rumpun Ilmu Hayat.
 Melalui kegiatan tersebut diatas, diharapkan Sekretariat Tim Penilai
 sebagai salah satu mata rantai pembinaan jabatan fungsional dapat
 difungsikan secara optimal sesuai aturan yang berlaku. Selain itu,
 permasalahan yang muncul dalam proses verifikasi DUPAK sampai tahap
 penetapan PAK/HAPAK dapat didiskusikan dan ditemukan solusinya, serta
 sekaligus dilaksanakan cek database jabatan fungsional. Fungsi Sekretariat
 Tim Penilai sebagai fasilitator dalam proses penilaian perlu kembali
 dibangkitkan agar seluruh mata rantai pembinaan jabatan fungsional dapat
 tersentuh pembinaan. Apabila pemangku kepentingan memiliki misi yang
 sama, maka diharapkan akan terjadi peningkatan motivasi dan kinerja
 pejabat fungsional rumpun ilmu hayat
 3) Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Jabatan Fungsional
 Dalam pelaksanaan jabatan fungsional, baik di Pusat maupun Daerah perlu
 memahami secara utuh tentang pedoman/juklak/juknis yang menjadi
 acuan sentral para pejabat fungsional maupun pemangku kepentingan
 lainnya.
 Khusus pelaksanaan jabatan fungsional Rumpun Ilmu Hayat lingkup
 pertanian di daerah (Penyuluh Pertanian, Pengendali OPT, Pengawas Benih
 Tanaman, Medik Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak,
 Pengawas Mutu Pakan, dan Pengawas Mutu Hasil Pertanian) masih
 dijumpai banyak kendala, terutama yang terkait langsung dengan persepsi
 otoritas kepegawaian daerah. Pemangku kepentingan terkait jabatan
 fungsional di dinas teknis dan UPTD-nya selama ini banyak mengalami
 hambatan komunikasi dalam penerapan jabatan fungsional RIHP, terutama
 saat berhubungan Badan Kepegawaian Daerah. Beberapa masalah yang
 dapat teridentifikasi antara lain :
 1. pengangkatan CPNS Daerah dengan formasi Jabatan fungsional RIHP,
 seringkali tidak direalisasikan sesuai formasi awal;
 2. implementasi kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan para pejabat
 fungsional daerah, sering mengalami hambatan di BKD karena mis
 persepsi memaknai hasil penilaian angka kredit;
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 3. pengukuhan pejabat fungsional yang diinpassing oleh Departemen
 Pertanian pada tahun 2000, di beberapa provinsi belum direalisasikan
 pengukuhannya;
 4. dll masalah yang terkait kepegawaian
 Untuk meminimalisir hambatan teknis maupun psikologis antara dinas
 teknis dengan otoritas kepegawaian daerah terutama BKD, maka
 Kementerian Pertanian sebagai instansi pembina jabatan fungsional RIHP
 perlu mengambil inisiatif untuk menjembatani pertemuan antara dinas
 teknis bidang pertanian dengan unsur BKD. Agar pertemuan berlangsung
 efektif, maka Kementerian Pertanian akan sekaligus melibatkan unsur
 Kementerian PAN dan RB serta Badan Kepegawaian Negara.
 Mengingat pemangku jabatan fungsional ini berada di instansi pusat dan
 juga pemerintah daerah, maka perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi
 terhadap pelaksanaan jabatan fungsional RIHP. Salah satu bentuk
 pemantauan terhadap pelaksanaan jabatan fungsional selain dengan
 melakukan kunjungan langsung di lapangan, juga dapat dilakukan
 pertemuan untuk membahas masalah yang dihadapi oleh pemangku
 kepentingan di daerah, sekaligus mendiskusikan solusi paling tepat untuk
 menyelesaikan masalah tersebut.
 4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Pertanian
 Fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah
 perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan aparaturnya.
 Pelayanan publik harus memperoleh perhatian dan penanganan yang
 sungguh-sungguh, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada
 setiap aparatur pemerintah. Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik
 memiliki implikasi yang luas dalam berbagai aspek kehidupan, terutama
 untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu upaya
 penyempurnaan pelayanan publik harus dilakukan secara terus menerus
 dan berkelanjutan.
 Untuk lebih meningkatkan efektivitas dan transparansi dalam
 penyelenggaraan pelayanan publik, saat ini telah ditetapkan Undang-
 Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik, yang materi
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 muatannya antara lain berisi kewajiban pemerintah dalam peningkatan
 kualitas pelayanan publik sesuai dengan fungsi pemerintah tersebut di
 atas.
 Pada Kementerian Pertanian, kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan
 Publik Bidang Pertanian terus menerus dilakukan. Bentuk kegiatan yang
 dilakukan meliputi : Penilaian dan Pembinaan Unit Kerja Pelayanan Publik
 Bidang Pertanian. Pemberian Penghargaan Abdibaktitani kepada Unit Kerja
 Pelayanan Publik Berprestasi Bidang Pertanian, serta Monitoring dan
 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pada Unit Kerja Pelayanan Publik
 Bidang Pertanian. Kegiatan ini berdasarkan pada dasar hukum sebagai
 berikut:
 1. Instruksi Presiden Nomor : 1/1995 Tentang Perbaikan dan
 Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada
 Masyarakat;
 2. Keputusan Menteri Negara PAN Nomor : KEP/25/M.PAN/-2/2004
 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
 Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Menteri Negara PAN Nomor : PER/25/M.PAN/-05/2006
 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;
 4. Peraturan Menteri Pertanian No. 22/Permentan/OT.140/-5/2009
 Tentang Pedoman Penilaian dan Pemberian Penghargaan
 Abdibaktitani Bagi Unit Kerja Pelayanan Publik Berprestasi di Bidang
 Pertanian;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penilaian
 Kinerja Unit Pelayanan Publik.
 5) Peningkatan Kualitas Budaya Kerja Kementerian Pertanian
 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
 25/KEP/M.PAN/4/2002 Tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja
 Aparatur Negara yang menyatakan bahwa dalam menumbuh kembangkan
 etos kerja aparatur, tanggung jawab moral dan guna meningkatkan
 produktivitas serta kinerja pelayanan aparatur pertanian kepada
 masyarakat, dipandang perlu mengembangkan nilai-nilai dasar Budaya
 Kerja Aparatur Negara di lingkungan Kementerian Pertanian secara
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 intensif, terus - menerus, berkesinambungan dan menyeluruh sebagai
 upaya perwujudan kepemerintahan yang baik (good governance). Masalah
 mendasar dalam memahami dan mengimplementasikan budaya kerja itu
 merupakan tugas berat yang ditempuh secara utuh menyeluruh dalam
 waktu panjang, karena menyangkut proses pembangunan karakter, sikap
 dan perilaku serta peradaban bangsa. Sebagai budaya maka budaya kerja
 aparatur negara dapat dikenali wujudnya dalam bentuk nilai-nilai yang
 terkandung didalamnya, institusi atau sistem kerja sikap dan perilaku SDM
 aparatur yang melaksanakannya.
 Budaya kerja yang kuat menuntun perilaku seseorang secara terpola dalam
 pengertian (1) budaya kerja sebagai sistem aturan, (2) budaya kerja
 memungkinkan rasa lebih baik dalam mengerjakan sesuatu, dan (3) budaya
 kerja dapat membangkitkan untuk mencari dayasuai (alternatif) dengan
 keadaan-keadaan berbeda. Dengan demikian dapat diformulasikan bahwa
 budaya kerja aparatur negara dapat diartikan sebagai sikap dan perilaku
 individu dan kelompok aparatur negara yang didasari atas nilai-nilai yang
 diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan dalam
 melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
 Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas maka perlu dilakukan suatu
 kegiatan peningkatan kualitas budaya kerja bidang pertanian untuk
 meningkatkan internalisasi nilai-nilai dasar budaya kerja dalam setiap
 pribadi aparatur negara dan meningkatkan implementasinya dalam sistem,
 prosedur dan tatalaksana di lingkungan Kementerian Pertanian.
 c. Penataan Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi
 1) Penyusunan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur
 Penyempurnaaan prosedur dan tata kerja organisasi pada hakekatnya
 merupakan transformasi dari tugas, fungsi dan kebijakan organisasi
 kedalam kegiatan pelaksanaan. Kelemahan utama yang dihadapi oleh
 banyak aparatur pemerintah, yaitu masih lemahnya prosedur dan tata
 kerja dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
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 Tata kerja adalah suatu pola cara-cara pelaksanaan kerja yang seefisien
 mungkin atas sesuatu tugas dengan mengingat segi-segi tujuan, tenaga
 kerja, biaya, fasilitas, peralatan, waktu, ruang, dan sebagainya. Tata kerja
 yang tepat ditujukan terutama untuk menghindari pemborosan dan
 kemacetan-kemacetan serta menjamin adanya pembagian kerja,
 pembagian waktu dan koordinasi yang setepat-tepatnya.
 2) Pembinaan dan koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
 Penyelenggaraan tata kepemerintahan yang baik atau good governance,
 lebih diorientasikan pada peningkatan kinerja satuan kerja dalam
 melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara tertib, terarah, efektif,
 efisien dan dapat mencapai hasil yang optimal. Untuk
 mengimplementasikan tugas pokok dan fungsinya, tentunya setiap unit
 kerja di lingkungan Kementerian Pertanian memerlukan sistem kerja,
 kejelasan mekanisme dan tata kerja internal serta kejelasan pelaksanaan
 kegiatan. Hal tersebut ditujukan agar terciptanya kejelasan proses kerja
 dan pengendalian yang meminimalisir tumpang tindih proses kegiatan
 pada masing-masing unit kerja.
 Kejelasan proses kerja dan pengendalian tersebut dituangkan dalam
 bentuk Sistem dan Operasional Prosedur sebagai sarana Sistem
 Pengendalian Manajemen dan penunjang tertib administrasi pada setiap
 unit kerja di lingkungan Departemen Pertanian. Agar sistem dan
 operasional prosedur tersebut dapat dioperasionalkan maka perlu disusun
 Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk memberikan petunjuk yang jelas
 tentang langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan
 kegiatan dan melaksanakan kebijakan administrasi pemerintahan pada
 Departemen Pertanian.
 Ketersediaan SOP, tahapan kerja menjadi jelas sehingga dapat menghindari
 konflik kepentingan individu dalam menyelesaikan tugas dan pelaksana
 lebih siap secara psikologis, karena SOP memuat serangkaian instruksi,
 langkah-langkah, atau tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu
 kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Standar disini
 menunjuk pada suatu tingkatan kualitas, antara lain dalam hal durasi waktu
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 dan/atau biaya sehingga kualitas hasil dan tingkat keselamatan dapat
 dicapai dengan maksimal. Dengan demikian dengan adanya SOP
 penyelesaian setiap kegiatan dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai
 dengan yang diharapkan. Konsekuensi dari hal tersebut adalah
 dibutuhkannya petugas-petugas yang memahami dan mengerti tentang
 tata cara penyusunan SOP pada setiap unit kerja,
 Dalam kerangka itulah untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan
 sebagai bentuk pembinaan atau capacity building, perlunya diadakan
 Pembinaan dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur bagi para
 pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian.
 3) Desiminasi Pelaksanaan Peningkatan Capacity Building
 Untuk memberikan informasi tentang kinerja suatu unit kerja, maka
 banyak cara yang dapat dilakukan oleh suatu unit kerja, salah satunya
 melalui penyebarluasan informasi kinerja dalam suatu media, baik cetak
 maupun elektronik.
 Demikian juga yang dilakukan oleh Biro Organisasi dan Kepegawaian,
 mengingat output kegiatannya dibidang organisasi, tatalaksana dan
 kepegawaian sangat diperlukan oleh para pejabat pembina kepegawaian di
 masing-masing unit kerja eselon I dan UPT, dan pejabat yang menangani di
 bidang organisasi dan tatalaksana serta instansi terkait dan stakeholders,
 maka segala kegiatan dan kebijakan di bidang kepegawaian, organisasi dan
 tatalaksana, dipandang perlu diinformasikan kepada pihak-pihak terkait
 tersebut di atas.
 Sehubungan dengan itu, secara berkala (triwulanan), Biro Organisasi dan
 Kepegawaian melakukan desiminasi pelaksanaan peningkatan capacity
 building dalam bentuk menerbitkan Bulletin Informasi “Organisasi dan
 Kepegawaian”.
 4) Penyusunan Tata Hubungan Kerja
 Pemberlakuan UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP 38
 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
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 Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota belum
 seluruhnya terimplementasi dan berjalan dengan baik sesuai dengan yang
 diharapkan. Munculnya isu negatif di berbagai daerah sebagai dampak
 penerapan UU Otonomi Daerah yang terkesan otoriter, tidak efektif dan
 tidak efisien dan munculnya kekuasan baru yang absolut di tingkat daerah
 perlu mendapat tanggapan yang serius dari berbagai elemen bangsa yang
 terkait.
 Fenomena tersebut di atas perlu mendapat penanganan yang baik oleh
 pemerintah daerah sebagai daerah otonom maupun pemerintah pusat
 sebagai instansi pembina, regulator dan fasilitator. Hal ini mutlak dilakukan
 mengingat akibat ketidak harmonisan sistem pemerintahan daerah dengan
 pusat dapat berdampak pada enggannya investor baik dalam maupun luar
 negeri untuk menanamkan modalnya, sehingga sangat berpengaruh
 negatif terhadap perekonomian bangsa, yang pada akhirnya cita-cita luhur
 reformasi melaluai otonomi daerah tidak akan membawa manfaat yang
 positif bagi kemakmuran seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
 Salah satu fakta yang menggambarkan ketidaksempurnaan suatu
 organisasi dalam tata kelola dan tata kerja sistem administrasi
 pemerintahan adalah adanya tugas-tugas pokok dan fungsi suatu unit kerja
 yang tumpang tindih dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang lain,
 tugas abu-abu (grey area) atau adanya tugas pokok dan fungsi unit kerja
 yang masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.
 Beranjak dari berbagai persoalan yang mungkin timbul akibat dari
 pembentukan suatu organisasi maupun dengan pelaksanaan otonomi
 daerah, maka perlu diatur dan ditata kembali hubungan diantara organisasi
 pemerintah disetiap level, baik secara horizontal maupun vertikal.
 Dengan kaitan tata hubungan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,
 bagaimana tata hubungan antara Gubernur sebagai wakil pemerintah
 dengan para Menteri atau Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen.
 Bagaimana hubungan dinas (Provinsi dan Kabupaten/Kota) dengan
 departemen-departemen teknis, Gubernur dengan Bupati/Walikota di
 wilayahnya, serta hubungan antara DPRD dengan pejabat pemerintah
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 pusat dan daerah. Hal ini semua tentu memerlukan suatu aturan yang jelas
 agar tidak terjadi suatu kesimpangsiuran dalam pelaksanaan proses
 pemerintahan.
 Dengan melihat banyak persoalan yang perlu mendapat pengaturan,
 terutama masalah hubungan kerja antar lembaga ataupun unit kerja, maka
 untuk itu secara bertahap mulai disusun aturan tentang tata hubungan
 kerja antara unit kerja dilingkungan Departemen Pertanian maupun
 hubungan kerja antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah.
 5) Pembinaan, Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)
 Bidang Pertanian
 Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah, permasalahan mendasar yang
 dihadapi birokrasi pemerintah baik di Pusat maupun di Daerah antara lain
 Organisasi pemerintah yang ada belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan
 yang diharapkan. Disamping itu, belum adanya komitmen yang sama dari
 setiap aparatur pemerintah untuk melakukan prinsip-prinsip manajemen
 dengan benar untuk menuju pemerintahan yang efektif dan efisien yang
 akhirnya pemberian pelayanan kepada publik belum dapat dilakukan
 secara optimal.
 Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
 Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007
 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
 Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota belum
 seluruhnya berjalan dengan baik. Pada kenyataanya masih terdapat hal-hal
 yang perlu dilakukan penyempurnaan dan penanganan secara serius,
 konprehensif dan berkesinambungan agar system dan tata kelola
 pemerintahan, baik di daerah dan di pusat dapat berjalan seiring dan
 sejalan sesuai yang diharapkan.
 Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007,
 Menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen menetapkan norma,
 standar, prosedur, dan kriteria untuk pelaksanaan urusan wajib dan urusan
 pilihan. Pasal 10 ayat (1) Penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria
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 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilakukan selambat-
 lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun yaitu tanggal 9 Juli 2009.
 Dengan kaitan tersebut diatas apabila menteri/kepala lembaga pemerintah
 non departemen dalam kurun waktu yang telah ditetapkan belum
 menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), maka
 pemerintahan daerah dapat menyelenggarakan langsung urusan
 pemerintahan yang menjadi kewenangannya dengan berpedoman pada
 peraturan perundang-undangan sampai dengan ditetapkannya norma,
 standar, prosedur, dan kriteria.
 Sehubungan dengan itu perlu dilakukan Pembinaan, Penyusunan Norma,
 Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Bidang Pertanian dengan melibatkan
 pemangku kepentingan terkait dan berkoordinasi dengan Menteri Dalam
 Negeri sesuai yang diharapkan sebagai pedoman/instrumen Pemerintah
 Daerah untuk melakukan peran dan fungsinya agar berjalan sesuai dengan
 yang ditetapkan (rule of the game).
 6) Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
 jangka Panjang Nasional 2005-2025 menyebutkan “pembangunan aparatur
 negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan
 profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata
 pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu
 mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya”.
 Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan perubahan kearah
 yang lebih baik terhadap kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan
 (business process), dan sumberdaya manusia birokrasi Indonesia untuk
 mewujudkan figur birokrasi yang dapat mendukung praktek-praktek
 penyelenggaran pemerintahan yang demokratis.

Page 41
						
						

Bab III. Arah Kebijakan dan Strategi
 36 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019
 d. Perencanaan, Pengembangan, dan Kinerja Pegawai
 1) Penyusunan Data Kepegawaian (SIMPEG)
 Jumlah sumberdaya manusia, kedudukan, status dan lain-lainnya dalam
 kerangka pengelolaan (manajemen) sumber daya manusia di organisasi
 pemerintah menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai tujuan
 organisasi. Inventarisasi sumberdaya manusia sangat berpengaruh
 terhadap organisasi. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
 perlu diinformasikan melalui data dan yang memerlukan ketepatan,
 kecermatan, kecepatan informasi agar dapat menjawab kebutuhan
 organisasi yang mengalami perubahan secara internal. Sistem nasional
 dalam bidang pengelolaan sumber daya manusia dari segi data dan
 informasi menggunakan alat teknologi komputer yaitu program sistem
 manajemen kepegawaian.
 Pada Kementerian Pertanian, pengelolaan data dan informasi kepegawaian
 dilakukan dengan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
 Data di dalam Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian sebagaimana
 tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 236 Tahun 2003
 meliputi, informasi jumlah tenaga, biodata PNS, kedudukan, pendidikan,
 status dan lain-lainnya, yang tentunya akan berkembang mengalami
 perubahan secara terus menerus. Sistem informasi manajemen
 kepegawaian menjadi salah satu ukuran keberhasilan administrasi
 kepegawaian dimana di setiap unit kerja mempunyai pola yang sama untuk
 pengelolaan database pegawai.
 2) Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Jabatan Struktural Eselon I dan II
 dengan menggunakan Assessment Center lingkup Kementerian Pertanian
 Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset utama dan mempunyai
 peran yang sangat penting dalam organisasi. Terlebih lagi di era kompetisi
 global saat ini, diperlukan berbagai upaya untuk meningkatan dan
 mengembangkan potensi setiap personel agar memiliki kecakapan,
 keterampilan dan keahlian yang pada akhirnya tercipta profesionalisme
 yang diperlukan untuk menangkal berbagai ancaman, hambatan dan
 tantangan yang dihadapi pada saat ini dan di masa yang akan dating.
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 Salah satu kunci utama kesuksesan dalam pengelolaan pengembangan PNS
 berada pada penempatan pegawai sesuai dengan kompetensi dan
 prestasinya. Oleh karena itu, pemilihan para pemimpin dalam suatu
 organisasi perlu dilakukan secara cermat. Salah satu metode yang dapat
 digunakan dalam penilaian kompetensi adalah metode Assesment Center.
 Assesment Center merupakan metode untuk mengukur perilaku pegawai
 dengan menggunakan serangkaian teknik yang komprehensif dan
 terintegrasi berupa simulasi, presentasi, analisis kasus serta metode
 lainnya termasuk psikotes.
 Hasil penyelenggaraan penilaian kompetensi jabatan struktural dengan
 menggunakan metode Assesment Center dapat memberikan gambaran
 dalam mengidentifikasi calon-calon pejabat struktural, bermanfaat untuk
 memperoleh criteria yang jelas untuk suatu jabatan tertentu, menghasilkan
 strategi dan tindakan pengembangan yang spesifik dan terencana,
 memenuhi persyaratan pengangkatan dalam jabatan struktural,
 perpindahan jabatan struktural, memotivasi pejabat untuk meningkatkan
 kinerjanya, serta menyesuaikan kebutuhan kompetensi jabatan struktural
 dengan kebutuhan instansi.
 3) Standar Kompetensi Pegawai
 Standar kompetensi adalah persyaratan setiap jabatan pegawai negeri sipil
 agar mereka yang menduduki jabatan telah sesuai dengan kompetensinya
 (pengetahuan, keahlian, perilaku yang baik/ profesional). Organisasi yang
 tidak mempunyai standar kompetensi jabatan cenderung dalam
 melaksanakan penyelesaian pekerjaan kurang efektif dan tidak efisien
 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Dengan adanya kompetensi jabatan
 diharapkan bagi setiap pegawai negeri sipil dapat meningkatan
 intelektualitasnya yang meliputi integritas, kepemimpinan, perencanaan
 dan lain-lain.
 Salah satu cara untuk mengukur tingkat kompetensi pegawai negeri sipil
 adalah dengan “Analisis Kompetensi Pegawai”. Kegiatan “Analisis
 Kompetensi Pegawai” adalah salah satu bagian yang menganalisa
 kompetensi pegawai dalam menduduki jabatan struktural/fungsional
 berdampak memberikan pedoman arah bagi para pejabat yang akan
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 menduduki jabatan dan juga para Pembina kepegawaian dalam
 meningkatkan perencanaan dan pengembangan karir PNS di setiap unit
 Eselon I Kementerian Pertanian.
 4) Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
 Untuk mendapatkan SDM pertanian yang berkualitas serta mempunyai
 produktivitas yang tinggi perlu dilakukan pemberian dorongan/motivasi
 dalam meningkatkan gairah serta semangat SDM secara sistematis dan
 berkelanjutan. Untuk menjamin tujuan yang dimaksud tersebut perlu
 didukung dengan adanya acuan-acuan maupun peraturan-peraturan yang
 jelas dengan didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang
 berlaku.
 Melalui sosialisasi petunjuk pelaksanaan di bidang kepegawaian ini di
 harapkan adanya perubahan paradigma diantaranya pembenahan sistem
 manajemen bidang kepegawaian, meningkatkan kualitas SDM pertanian
 yang mempunyai produktivitas yang tinggi secara sistematis dan
 berkelanjutan serta memberikan keseragaman dalam hal pengambilan
 keputusan maupun permasalahan-permasalahan yang ada baik pengelola
 kepegawaian pusat maupun unit pelaksana teknis (UPT) lingkup
 Kementerian Pertanian sesuai dengan norma-norma aturan perundang-
 undangan yang berlaku, sehingga dalam memberikan pelayanan terhadap
 masyarakat yang tepat waktu, tepat guna dan tepat sasarannya.
 5) Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
 Pelaksanaan tata kelola kepemerintahan yang baik merupakan persyaratan
 bagi pemerintah untuk mewujudkan tuntutan dan aspirasi masyarakat
 dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara yang bersih dan
 berwibawa. Dalam konteks pemerintahan, untuk mewujudkan tuntutan
 dan aspirasi masyarakat tersebut diperlukan sumberdaya aparatur yang
 profesional dan amanah.
 Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 yang
 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur
 aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap
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 masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam
 penyelenggaraan tugas negara, pemerintah dan pembangunan.
 Untuk dapat mewujudkan unsur aparatur negara yang baik diperlukan
 kemampuan untuk dapat melayani dengan baik pula. Upaya tersebut salah
 satunya dapat ditempuh melalui penyelenggaraan ujian dinas dan ujian
 kenaikan pangkat penyesuaian ijazah bagi pegawai negeri sipil lingkup
 Kementerian Pertanian.
 6) Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai
 Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang
 Kepegawaian, pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur aparatur
 negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat
 secara professional, jujur, adil dan merata dalam penyelenggaraan tugas
 negara, pemerintah dan pembangunan. Untuk mewujudkan SDM aparatur
 yang bersih dan berwibawa perlu penegakan disiplin terhadap pegawai
 negeri sipil.
 Sehubungan dengan itu untuk mewujudkan SDM aparatur yang bersih dan
 berwibawa tersebut, pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan
 perundang-undangan, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun
 2004 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, selain itu telah ditetapkan
 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai
 Negeri Sipil.
 Dalam rangka peningkatan disiplin pegawai negeri sipil diperlukan adanya
 pembinaan etika dan disiplin pegawai yang ditangani tim pembinaan etika
 dan disiplin pegawai Kementerian Pertanian (pada unit Eselon I).
 Pembinaan etika dan disiplin pegawai merupakan salah satu upaya
 Kementerian Pertanian di dalam menciptakan pegawai negeri sipil sebagai
 unsur aparatur Negara yang berdaya guna, berdedikasi serta memiliki
 disiplin tinggi. Diharapkan tidak terjadinya pelanggaran disiplin yang
 dilakukan oleh pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian sehingga
 terciptanya kinerja pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian yang baik.
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 7) Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan Pejabat Dalam era globalisasi yang sarat dengan tantangan, persaingan dan
 perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk mencapai
 efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan tugas pemerintah, tidak
 ada alternatif lain kecuali peningkatan kualitas profesionalisme pegawai
 negeri sipil yang memiliki keunggulan kompetitif dan memegang teguh
 etika birokrasi dalam memberikan pelayanan yang sesuai dengan tingkat
 kepuasan dan keinginan masyarakat.
 Untuk mencapai obyektifitas dan keadilan dalam pengangkatan,
 pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural,
 diterapkan nilai-nilai impresional, keterbukaan dan penetapan persyaratan
 jabatan yang terukur bagi pegawai negeri sipil. Untuk mencapai sasaran
 yang tepat dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam
 dan dari jabatan struktural, maka pada Kementerian Pertanian telah
 dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
 Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan menghasilkan rekomendasi
 nama-nama calon pejabat yang perlu diangkat dalam jabatan struktural,
 yang apabila telah ditetapkan dilanjutkan dengan pelantikan pejabat
 struktural.
 8) Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan/Kehormatan Kementerian Pertanian
 Pembangunan yang merata di segala bidang merupakan tujuan dari
 pembangunan nasional. Pembangunan pertanian merupakan bagian dari
 pembangunan nasional. Faktor internal dan eksternal sangat
 mempengaruhi laju pembangunan pertanian. Untuk memotivasi kinerja
 pegawai negeri sipil perlu adanya pemberian tanda jasa/penghargaan
 kehormatan.
 Pemberian tanda jasa/penghargaan/kehormatan diberikan kepada
 pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian, masyarakat tani serta pelaku
 bisnis yang telah berprestasi di dalam mensukseskan pembangunan
 pertanian. Pemberian tanda jasa/penghargaan/ kehormatan biasanya
 diberikan pada peringatan hari besar nasional dan hari krida pertanian.
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 Selain pada kesempatan tersebut penganugerahan tanda
 jasa/penghargaan/kehormatan juga diberikan pada acara PENAS yang
 biasanya dilakukan setiap 4 (empat) tahun sekali.
 9) Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian Pertanian
 Status seorang pegawai negeri sipil dibuktikan dengan adanya surat
 keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang atau pembina
 kepegawaian. Dengan jumlah pegawai negeri sipil Kementerian Pertanian
 sampai dengan tahun 2009 sebanyak 20.249 orang, maka ini minimal
 berbanding lurus dengan arsip surat keputusan kepegawaian yang harus
 dikelola.
 Pengelolaan arsip kepegawaian merupakan kegiatan yang penting, karena
 ini menyangkut karier, kedudukan dan “nasib” seorang pegawai negeri
 sipil. Oleh karena itu kegiatan ini perlu dilakukan secara sistematis, cepat,
 tepat dan disiplin sesuai dengan ketentuan di bidang kearsipan.
 10) Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
 Dalam rangka meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan
 dalam upaya untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pembangunan di
 bidang pertanian diperlukan tersedianya sumber daya manusia yang
 professional dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat.
 Adapun peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil di lingkungan
 Sekretariat Jenderal dapat tercapai apabila dilakukan melalui kegiatan
 pembinaan pegawai negeri sipil secara terus menerus dan berkelanjutan
 sehingga dapat tercapai pula adanya peningkatan disiplin pegawai.
 Bertitik tolak dari pemahaman tersebut diatas maka dalam upaya untuk
 meningkatkan prestasi kerja dan disiplin serta etos kerja, para pegawai di
 lingkungan Sekretariat Jenderal salah satu yang perlu dilaksanakan adalah
 melalui pembinaan pegawai secara berkesinambungan dengan berfokus
 pada kegiatan dasar yaitu pembinaan mental dan agama serta jasmani.
 Melalui pelaksanaan pembinaan mental dan agama serta pembinaan
 jasmani diharapkan dapat meningkatkan keimanan, ketaqwaan, disiplin
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 dan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian
 Pertanian.
 11) Penyusunan dan Evaluasi Penilaian Sistem Kinerja Individu (SKI)
 Penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai negeri sipil adalah merupakan
 proses kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi tingkat pelaksanaan
 perkerjaan atau untuk kerja (performance appraisal) di lingkungan instansi
 pemerintah dikenal dengan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).
 Penilaian kerja merupakan alat kendali agar setiap kegiatan pelaksanaan
 tugas pokok oleh setiap pegawai negeri sipil, selaras dengan tujuan yang
 telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja
 (Renja) organisasi.
 Pada kenyataannya menunjukkan proses penilaian pekerjaan pegawai
 negeri sipil tersebut cenderung hanya formalitas dan kehilangan arti dan
 makna substantif, karena tidak terkait langsung dengan apa yang telah
 dikerjakan seorang pegawai negeri sipil.
 Kebijaksanaan kedepan direncanakan adanya perubahan dalam penilaian
 setiap individu khususnya dikalangan pegawai negeri sipil secara nasional.
 Penilaian prestasi kerja ini secara sistematik menggabungkan antara
 penetapan sasaran kerja individu dengan penilaian perilaku kerja.
 Perubahan tersebut bersifat penyempurnaan Peraturan Pemerintah Nomor
 10 Tahun 1979 yang direncanakan Badan Kepegawaian Negara dengan
 Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.
 Penyempurnaan tersebut juga mengingat amanat Undang Undang nomor
 43 Tahun 1999 bahwa penilaian prestasi kerja dilaksanakan untuk
 mewujudkan pegawai negeri sipil yang professional, bertanggungjawab,
 jujur, adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan system
 prestasi kerja.
 12) Penyusunan Formasi Pegawai
 Perencanaan pegawai adalah proses menentukan suatu kebutuhan dan
 cara memenuhinya yang dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif yang
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 nantinya sangat berpengaruh terhadap suksesnya pelaksanaan fungsi
 pengadaan pegawai. Perencanaan kepegawaian sering juga dikatakan
 merupakan peramalan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang
 dengan berbagai jenis pekerjaan atau nama-nama jabatan atas dasar
 kebutuhan organisasi. Peramalan kebutuhan pegawai secara umum
 didasarkan atas kebutuhan dari unit-unit yang ada di dalam organisasi yang
 didasarkan atas analisis beban kerja organisasi.
 Bentuk dari perencanaan kebutuhan pegawai adalah formasi pegawai.
 Penyusunan formasi adalah suatu hasil pengumpulan data-data lapangan
 yang diolah. Data ini setiap tahunnya berubah yang diakibatkan oleh
 perubahan data adminstratif kepegawaian pegawai negeri sipil sehingga
 terjadi pengurangan, penambahan atau mutasi yang mengakibatkan
 kekosongan jabatan dalam lingkukngan Kementerian Pertanian. Faktor
 kekosongan pegawai negeri sipil tersebut akan menjadi pengaruh kurang
 efektifnya organisasi. Untuk itu maka diperlukan penyusunan formasi
 setiap tahunnya agar terpenuhi kebutuhan pegawai negeri sipil sesuai
 dengan formasi yang dibutuhkan.
 13) Pengembangan Pegawai
 Pasal 3 Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian,
 menyatakan bahwa pegawai negeri sipil berkedudukan sebagai unsur
 aparatur negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
 masyarakat secara professional, jujur, adil dan merata dalam
 penyelenggaraan tugas Negara, pemerintah dan pembangunan.
 Sejalan dengan tuntutan pelaksanaan tugas yang bergerak dinamis, maka
 untuk dapat mewujudkan aparatur Negara yang profesional atau
 peningkatan kemampuan untuk dapat melayani dengan baik, diperlukan
 pengembangan sumber daya manusia aparatur lingkup Kementerian
 Pertanian, baik dalam bentuk pelatihan teknis fungsional, teknis
 administrasi maupun diklat penjenjangan.
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 14) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Pegawai Kementerian Pertanian terdistribusi pada masing-masing unit
 kerja eselon I, termasuk Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.
 Sampai dengan tahun 2009 jumlah pegawai negeri sipil pada Sekretariat
 Jenderal Kementerian Pertanian sebanyak 1.136 orang, yang terdistribusi
 pada Biro dan Pusat. Berdasarkan tingkat pendidikan, keragaan pegawai
 negeri sipil Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian seperti tercantum
 dalam tabel di bawah ini.
 TABEL 9 KERAGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL SEKRETARIAT JENDERAL
 BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
 No Tingkat Pendidikan
 Jumlah
 1 S3 16
 2 S2 103
 3 S1 332
 4 SM/DIII 61
 5 SLTA 602
 6 SLTP 15
 7 SD 7
 JUMLAH 1136
 Menyangkut administrasi kepegawaiannya, perlu dilakukan pengelolaan
 secara baik, mulai dari urusan perencanaan kebutuhan dan pengembangan
 pegawainya, urusan kepangkatan, pemberhentian dan pensiunnya, serta
 urusan terkait dengan tata usaha kepegawaian seperti pengurusan Kartu
 Pegawai, Taspen, Askes dan sebagainya.
 15) Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja
 Pembangunan nasional di sektor pertanian pada dasarnya bertujuan mewujudkan
 ketahanan pangan yang mantap, peningkatan produksi, peningkatan daya saing
 produk di pasaran global serta peningkatan kesejahteraan petani. Keberhasilan
 pembangunan di sektor pertanian sangat tergantung pada kualitas, kompetensi
 dan profesionalisme sumber daya manusianya, termasuk didalamnya sumberdaya
 manusia aparatur.
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 Kondisi tersebut di atas, menutut kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki
 tidak terkecuali aspek kesehatan dan keselamatan kerja sebagai bagian dari
 system peningkatan produktifitas kerja. Dalam rangka meningkatkan produktifitas
 kerja di lingkungan Kementerian Pertanian, maka perlu dilakukan pembinaan
 terhadap kesehatan dan keselamatan kerja, agar setiap pekerja/pegawai dapat
 bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri, masyarakat sekitar serta
 lingkungan.
 16) Pelayanan Kesehatan Pegawai
 Kesehatan sebagai Hak Asasi Manusia harus diwujudkan dengan bentuk
 pemberian berbagai upaya peningkatan kesehatan pada seluruh
 masyarakat. Pembangunan bidang kesehatan pada dasarnya ditujukan
 untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat
 bagi setiap orang untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal
 sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum.
 Begitu mendasarnya kebutuhan kesehatan, maka Kementerian Pertanian
 menganggap perlu melakukan kegiatan pelayanan kesehatan pegawai
 Kementerian Pertanian. Pelaksanaan pelayanan kesehatan adalah dengan
 penyelenggaraan praktek kedokteran yang dilakukan oleh dokter dan
 dokter gigi dan dengan didukung oleh tersedianya obat, bahan dan alat
 yang cukup dan memenuhi persyaratan sebagaiman yang telah diatur
 dalam undang-undang.
 17) Pengadaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS) Kementerian Pertanian Pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah proses kegiatan untuk mengisi
 formasi yang lowong. Pengadaan dilaksanakan atas dasar kebutuhan, baik
 dalam arti jumlah dan mutu pegawai, maupun kompetensi jabatan yang
 diperlukan.
 Sehubungan dengan hal tersebut, maka setiap Warga Negara Indonesia
 yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No.
 98 Tahun 2000 jo No. 11 Tahun 2002 mempunyai kesempatan yang sama
 untuk melamar dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dengan tidak
 membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan, atau daerah. Hal
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 ini berarti pengadaan Pegawai Negeri Sipil harus didasarkan atas
 kebutuhan dan dilakukan secara obyektif sesuai syarat yang ditentukan.
 Sehubungan dengan tuntutan pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian
 Pertanian, maka dipandang perlu merekrut pegawai negeri sipil. Proses
 pengadaan Pegawai Negeri Sipil dilakukan mulai dari perencanaan,
 pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai
 Negeri Sipil, sampai dengan pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil.
 18) Pembekalan CPNS
 Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil merupakan salah satu proses kegiatan
 pengadaan pegawai negeri sipil yang dilakukan mulai dari perencanaan,
 pengumuman, pelamaran, penyaringan, pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil
 sampai dengan pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil.
 Setiap orang yang telah berhasil melewati proses tersebut hingga diangkatnya
 menjadi calon pegawai negeri sipil mempunyai pribadi, watak dan perilaku yang
 berbeda-beda sehingga perlu diberikan pembekalan terlebih dahulu mengenai
 pengetahuan dasar tentang visi dan misi instansi, tugas pokok dan fungsi instansi,
 budaya organisasi, kepribadian dan etika pegawai negeri sipil sebelum calon
 pegawai negeri sipil tersebut ditempatkan di unit kerja masing-masing agar
 mempunyai keseragaman dalam memahami hal-hal tersebut di atas dan dapt
 bekerja secara professional dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai
 negeri sipil.
 e. Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
 1) Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Pegawai Baru
 Dalam rangka untuk mengisi jabatan yang kosong dan pergantian pegawai negeri
 sipil yang telah memasuki usia pensiun, maka perlu mengangkat pegawai negeri
 sipil yang mempunyai kemampuan dan kecakapan untuk memperlancar tugas
 pokok sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1984 jo Undang-Undang
 Nomor 43 Tahun 1999.
 Langkah yang ditempuh dalam usaha pembinaan tersebut adalah memproses
 keputusan pegawai baru menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tepat pada waktunya
 dan tepat sasarannya. Dalam hal ini dalam rangka mendukung proses tersebut
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 dilakukan koordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dan Unit Eselon I lingkup
 Departemen Pertanian.
 2) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat
 Masa Kenaikan Pangkat berdasarkan PP Nomor 99 Tahun 2002 ditetapkan
 pada tangga 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya, dimana
 pemrosesannya memakan waktu cukup lama yaitu selama 6 (enam) bulan
 dalam satu masa periodik, ditambah lagi dengan permasalahan
 administrasi kepegawaian dimana pada masa pemberkasannya masih
 terdapat kekurangan berkas sebagai syarat kenaikan pangkat, dan berkas
 usulan yang sudah diusulkan ke Badan Kepegawaian Negara pun harus
 kembali ke Kementerian Pertanian dalam hal ini ke Bagian Mutasi Biro
 Organisasi dan Kepegawaian untuk dilengkapi. Panjangnya waktu yang
 digunakan didalam pemrosesan ini dirasa kurang efektif, dan optimal.
 Memperhatikan permasalahan seperti itu perlu dilakukan usaha secara
 efektif dan optimal dalam meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil
 melalui pelayanan khususnya pelayanan administrasi kepegawaian
 mengenai kenaikan pangkat sehingga dapat memberikan penghargaan atas
 prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
 terhadap negara yang didasarkan atas sistem prestasi kerja dan sistem
 karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.
 Langkah yang ditempuh dalam kegiatan pengelolaan administrasi
 kepegawaian kenaikan pangkat adalah memproses kenaikan pangkat yang
 dilaksanakan secara terpadu oleh Bagian Mutasi Biro Organisasi dan
 Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian yang
 berkoordinasi dengan unit kerja eselon I, Badan Kepegawaian Negara dan
 unit kerja lainnya yang terkait.
 3) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Kenaikan Pangkat Jabatan Fungsional Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, dinyatakan
 bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme PNS serta
 peningkatan mutu pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
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 pembangunan, perlu dikembangkan Jabatan Fungsional. Dalam hal ini
 jabatan fungsional yang pembinanya dan dikelola oleh Kementerian
 Pertanian adalah Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat yang berjumlah 9
 (sembilan) jenis jabatan fungsional, terdiri dari :
 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
 2. Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan
 3. Jabatan Fungsional Pengawas BenihTanaman
 4. Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak
 5. Jabatan Fungsional Medik Veteriner
 6. Jabatan Fungsional Paramedik Veteriner
 7. Jabatan Fungsional Mutu Benih
 8. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan Ternak
 9. Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
 Sedangkan Jabatan Fungsional yang pembinanya diluar namun dikelola
 oleh Kementerian Pertanian yang disebut Non Rumpun Ilmu Hayat terdiri
 dari :
 1. Jabatan Fungsional Peneliti
 2. Jabatan Fungsional Perekayasa
 3. Jabatan Fungsional Teknisi Litkayasa
 4. Jabatan Fungsional Pranata Komputer
 5. Jabatan Fungsional Statistisi
 6. Jabatan Fungsional Perundang-Undangan
 7. Jabatan Fungsional Pranata Humas
 8. Jabatan Fungsional Arsiparis
 9. Jabatan Fungsional Pustakawan
 10. Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian
 11. Jabatan Fungsional Perencana
 12. Jabatan Fungsional Dokter
 13. Jabatan Fungsional Dokter Gigi
 14. Jabatan Fungsional Perawat
 15. Jabatan Funsional Dosen
 16. Jabatan Funsional Guru
 17. Jabatan Funsional Widyaiswara
 Terhadap jabatan fungsional tersebut, dilakukan pengelolaan administrasi
 jabatan fungsional yang kegiatannya dalam bentuk pelayanan administrasi
 kepegawaian, seprti kenaikan pangkat, pengaktifan kembali dalam jabatan
 fungsional, pemberhentian dan pensiun.
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 4) Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Pemberhentian dan Pensiun
 Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 jo Undang-
 Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, bahwa
 pensiun Pegawai Negeri Sipil merupakan jaminan hari tua yang sangat
 penting artinya bagi Pegawai Negeri Sipil, dan sekaligus merupakan salah
 satu bentuk penghargaan atas jasa-jasanya selama bekerja bertahun-tahun
 dalam dinas Pemerintah.
 Sedangkan pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil adalah
 pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan
 statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik pemberhentian dengan
 hormat atau tidak hormat diantaranya karena atas permintaan sendiri,
 mencapai batas usia pensiun, penyederhanaan organisasi, melakukan
 pelanggaran/tindak/pidana/ penyelewengan, tidak cakap jasmani atau
 rohani, meninggalkan tugas, meninggal dunia atau hilang, dan karena hal-
 hal lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 Sehubungan dengan itu administrasi kepegawaiannya, baik pemberhentian
 maupun pensiun, perlu dilakukan pengelolaan secara baik, sehingga tidak
 merugikan pegawai yang bersangkutan.
 5) Apresiasi Jabatan Fungsional Analisis Kepegawaian
 Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
 Nomor PER/36/M.PAN/II/2006 tanggal 15 Nopember 2006 jis Peraturan Menteri
 Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/14/M.PAN/6/2008 tanggal 2
 Juni 2008 tentang Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian dan Angka Kreditnya
 dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 67 Tahun 2006 tanggal 29
 Nopember 2006. Rumpun Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian masuk kedalam
 rumpun manajemen dimana instansi pembinanya berada di Badan Kepegawaian
 Negara yang diberi tugas tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh
 pejabat yg berwenang untuk melakukan kegiatan manajemen PNS dan
 pengembangan sistem manajemen PNS.
 Namun demikian kenyataan bahwa ketentuan-ketentuan tentang jabatan
 fungsional analis kepegawaian sekarang ini belum sepenuhnya difahami baik oleh
 para pengelola adminstrasi kepegawaian maupun pejabat fungsional itu sendiri.
 Memperhatikan permasalahan seperti itu perlu dilakukan usaha yang
 berkesinambungan didalam melakukan pembinaan bagi pengelola administrasi
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 kepegawaian dan pejabat fungsional analis kepegawaian dalam bentuk Apresiasi
 Jabatan Fungsional Analis Kepegawaian. Hal ini dapat memberikan peluang bagi
 pejabat fungsional maupun calon pejabat fungsional analis kepegawaian untuk
 lebih berprestasi guna meningkatkan dan mengembangkan diri secara
 profesional.
 6) Apresiasi Adminitrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 Berdasarkan Keputusan Menkowasbangpan nomor 19, 56, 57, 59, 60 dan 61
 tahun 1999, Keputusan Menpan nomor 31 tahun 2004 dan Peraturan Menpan
 nomor 17 tahun 2006 telah ditetapkan jabatan fungsional Penyuluh Pertanian,
 Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengawas Benih Tanaman, Medik
 Veteriner, Paramedik Veteriner, Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan
 dam Pengawas Mutu Hasil Pertanian.
 Untuk jabatan-jabatan fungsional tersebut Departemen Pertanian
 ditetapkan sebagai Instansi Pembinanya. Guna membina karir para pejabat
 fungsional dimaksud, Kementerian Pertanian perlu mengadakan
 pembinaan berupa pelatihan untuk memberikan pengetahuan dan
 keterampilan dalam jabatan fungsional tersebut kepada pejabat fungsional
 dan pejabat pengelola administrasi kepegawaian.
 Pada kenyataannya, ketentuan-ketentuan tentang jabatan fungsional
 rumpun ilmu hayat sampai saat ini belum sepenuhnya dipahami oleh para
 pengelola administrasi kepegawaian maupun oleh pejabat fungsional itu
 sendiri maka dirasakan perlu untuk terus menerus melakukan Apresiasi
 Administrasi Kepegawaian Jabatan Fungsional khususnya Jabatan
 Fungsional Rumpun Ilmu Hayat.
 7) Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian
 Keberhasilan pembangunan sektor Pertanian perlu didukung oleh SDM Aparatur
 dibidang pelayanan administrasi kepegawaian. Pelayanan administrasi
 kepegawaian yang baik akan berdampak positif terhadap kinerja pegawai di
 bidang lain.
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 Pelayanan terhadap tugas pokok dan fungsi di bidang kepegawaian meliputi
 antara lain perencanaan dan pengembangan pegawai, pengadaan, pengangkatan,
 kepangkatan, mutasi pegawai dan pemberhentian pegawai.
 Namun demikian tidak dapat dipungkiri dalam pelayanan dilapangan masih
 terjadi ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh para
 pengelola kepegawaian, dimana hal tersebut merupakan suatu hal yang
 tidak dapat dihindari apabila muncul berbagai permasalahan dalam
 melakukan pelayanan sesuai tugas masing-masing.
 Sehubungan dengan itu, untuk meningkatkan pemahaman para pejabat
 atau pelaksana di bidang kepegawaian, salah satu upaya yang dapat
 dilakukan adalah melalui apresiasi kepegawaian terhadap berbagai aturan
 dan ketentuan dibidang kepegawaian serta berbagai aspek permasalahan
 kepegawaian dan solusinya. Diharapkan dengan adanya kegiatan Apresiasi
 Kepegawaian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan informasi
 baru yang berguna bagi pengelola kepegawaian di dalam pelaksanaan
 tugasnya.
 8) Pembinaan, Koordinasi dan Monitoring Aparatur Pertanian
 Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional yakni mewujudkan
 masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis,
 makmur, adil dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang
 profesional dan bertanggung jawab.
 Disisi lain untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional dan
 bertanggung jawab diperlukan pembinaan dan koordinasi antar pengelola
 kepegawaian, baik pengelola kepegawaian Tingkat Pusat, Tingkat Eselon I maupun
 Unit Pelaksana Teknis.
 Melalui forum-forum rapat koordinasi diharapkan dapat diketahui permasalahan-
 permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan kepegawaian dan dengan cepat
 dicarikan solusi pemecahannya. Selain itu untuk mengetahui kinerja dan
 permasalahan kepegawaian juga dilakukan monitoring di lapangan. Dari hasil
 monitoring ini dapat disusun kebijakan baru dalam pengelolaan kepegawaian.
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 Adapun Indikator Kinerja Output dari masing-masing kegiatan tersebut di atas adalah seperti
 tercantum dalam tabel di bawah ini:
 TABEL 10 KEGIATAN DAN INDIKATOR KINERJA OUTPUT
 BIRO ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
 NO
 KEGIATAN
 INDIKATOR KINERJA OUTPUT
 A. Penguatan Kelembagaan Pusat dan Daerah Bidang Pertanian
 Indeks Nilai Kelembagaan
 1 Penataan dan Penguatan Kelembagaan
 Kementerian Pertanian
 Peraturan Menteri Pertanian mengenai
 kelembagaaan Kementerian Pertanian
 2 Penataan Organisasi Perangkat Daerah Bidang
 Pertanian
 Rekomendasi indikator pembagian
 urusan pemerintah daerah bidang
 pertanian
 B. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,
 Budaya Kerja, dan Jabatan Fungsional
 Pegawai
 Indeks Nilai Survey Kepuasan Masyarakat
 1 Penyusunan Pedoman/Juklak/Juknis Jabtan
 Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 Pedoman/Juklak/Juknis Jabatan
 Fungsional Rumpun Ilmu Hayat
 2 Koordinasi Pembinaan Jabatan Fungsional
 Lingkup Kementerian Pertanian
 Rekomendasi perbaikan pengelolaan
 jabatan fungsional bidang pertanian
 3 Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi Jabatan
 Fungsional
 Laporan Pembinaan, Pemantauan, dan
 Evaluasi Jabatan Fungsional
 4 Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang
 Pertanian
 Laporan Peningkatan Kualitas Pelayanan
 Publik Bidang Pertanian
 5 Peningkatan Kualitas Budaya Kerja
 Kementerian Pertanian
 Laporan Peningkatan Kualitas Budaya
 Kerja Kementerian Pertanian
 C. Penguatan Ketatalaksanaan dan Reformasi Birokrasi
 Indeks Nilai Ketatalaksanaan
 1 Penyusuanan dan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur
 Peraturan Menteri Pertanian di bidang sistem dan prosedur
 2 Pembinaan dan koordinasi Penyusunan Standar Operasional Prosedur
 Hasil evaluasi penerapan SOP lingkup Kementerian Pertanian
 3 Penyusunan Tata Hubungan Kerja
 Peraturan Menteri Pertanian di bidang Tata Hubungan Kerja
 4 Pembinaan, Penyusunan Norma, Standar,Prosedur dan KreteriaBidang Pertanian
 Peraturan Menteri Pertanian di bidang NSPK Bidang Pertanian
 5 Koordinasi dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
 Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi lingkup Kementerian Pertanian
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 NO
 KEGIATAN
 INDIKATOR KINERJA OUTPUT
 D. Perencanaan, pengembangan dan Kinerja
 Pegawai
 Indeks Nilai Sistem Manajemen ASN
 1 Penyusunan Data Kepegawaian (SIMPEG) Data Kepegawaian (SIMPEG) yang valid
 2 Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Jabatan
 Struktural Eselon I dan II dengan menggunakan
 Assessment Center lingkup Kementerian
 Pertanian
 Pejabat struktural yang dapat dilantik
 sesuai dengan kualifikasi yang
 dibutuhkan
 3 Standar Kompetensi Pegawai Peraturan Menteri Pertanian mengenai
 Standar Kompetensi Pegawai
 4 Penyusunan dan Sosialisasi Petunjuk
 Pelaksanaan Bidang Kepegawaian
 Jumlah pejabat pengelola kepegawaian
 lingkup Kementan yang dapat hadir
 5 Penyelenggaraan Ujian Dinas dan Penyesuaian
 Ijazah
 Jumlah peserta yang dapat memenuhi
 syarat untuk lulus ujian
 6 Pembinaan Etika dan Disiplin Pegawai Menurunnya angka pelanggaran etika
 dan disiplin pegawai
 7 Penyelenggaraan Baperjakat dan Pelantikan
 Pejabat
 Talent mapping pegawai
 8 Pemberian Tanda
 Jasa/Penghargaan/Kehormatan Kementerian
 Pertanian
 Jumlah pegawai yang mendapatkan
 penghargaan sesuai kualifikasi
 9 Penataan Arsip Kepegawaian Kementerian
 Pertanian
 Jumlah arsip kepegawaian yang dapat
 dikelola secara elektronik
 10 Pembinaan SDM Aparatur Sekretariat Jenderal
 Kementerian Pertanian
 Jumlah pegawai lingkup eselon I
 Kementan yang dapat hadir dalam
 kegiatan pembinaan SDM aparatur
 11 Penyusunan Penilaian Sistem Kinerja Individu
 (SKI)
 Hasil pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai
 yang baik
 12 Penyusunan Formasi Pegawai Penetapan formasi pegawai
 13 Pengembangan Pegawai Jumlah pegawai yang mendapatkan
 pendidikan dan pelatihan peningkatan
 kemampuan diri
 14 Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian
 Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian
 Laporan Pengelolaan Adminitrasi
 Kepegawaian Sekretariat Jenderal
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 NO
 KEGIATAN
 INDIKATOR KINERJA OUTPUT
 Kementerian Pertanian
 15 Pengadaan Calon Pegawai Negeri SIpil (CPNS)
 Kementerian Pertanian
 Jumlah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)
 yang dapat lulus sesuai dengan kualifikasi
 yang dibutuhkan
 16 Pembekalan CPNS Jumlah pegawai yang dapat mengikuti
 pembekalan CPNS
 E. Pelayanan Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
 Survey Kepuasan Layanan di Bidang Layanan Kepegawaian (Internal)
 1 Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Pegawai
 Baru
 Jumlah surat keputusan pengangkatan
 pegawai baru
 2 Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Kenaikan
 Pangkat
 Jumlah surat keputusan kenaikan
 pangkat PNS
 3 Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian Kenaikan
 Pangkat Jabatan Fungsional
 Jumlah surat keputusan kenaikan
 pangkat jabatan fungsional
 4 Pengelolaan Adminitrasi Kepegawaian
 Pemberhentian Pensiun
 Jumlah surat keputusan pemberhentian
 dan pension pegawai
 5 Apresiasi Kepegawaian Kementerian Pertanian Jumlah pegawai yang dapat mengikuti
 kegiatan hingga selesai
 6 Pembinaan Koordinasi dan Monitoring
 Aparatur Pertanian
 Hasil rekomendasi pengelolaan pegawai
 7 Pembinaan Kesehatan dan Keselamatan
 Pegawai
 Jumlah pegawai yang telah paham
 terhadap kesehatan dan keselamatan
 kerja
 8 Pelayanan Kesehatan Pegawai Jumlah pegawai dan keluarganya yang
 mendapatkan fasilitas pelayanan
 kesehatan dengan baik
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 Bab IV. Penutup
 BAB IV
 P E N U T U P
 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019 merupakan bagian integral
 dari perencanaan pembangunan pertanian secara keluruhan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran,
 dan cara-cara mencapai tujuan dan sasaran serta indikator output dalam kurun waktu tertentu.
 Rencana Strategis Biro Organisasi dan Kepegawaian Tahun 2015 – 2019 merupakan acuan atau
 pedoman bagi seluruh jajaran Biro Organisasi dan Kepegawaian dalam melaksanakan kegiatannya.
 Keberhasilan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana tercantum Rencana Strategis
 ini memerlukan komitmen dan kebersamaan seluruh pihak-pihak terkait baik dari internal maupun
 eksternal Biro Organisasi dan Kepegawaian.
 Pengimplementasian Rencana Strategis ini secara tertib dan disiplin diharapkan dapat
 meningkatkan kinerja organisasi dan sekaligus dapat diwujudkan akuntabilitasnya sesuai dengan
 tuntutan transparansi dari masyarakat. Rencana strategis ini bersifat dinamis, yang dapat
 disempurnakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
 Demikian Rencana Strategis ini disusun, semoga bermanfaat dan menjadi pedoman dalam bekerja kearah pencapaian tujuan pembangunan pertanian.
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2016 2017
 1 Penataan dan Penguatan
 Kelembagaan Pusat/Daerah Bidang
 Pertanian
 Indeks 75.17 Hasil
 penilaian RB
 2015
 78 80
 2 Peningkatan Kualitas Pelayanan
 Publik Lingkup Kementerian
 Pertanian (Kepatuhan SPP)
 Indeks 92.79 Hasil
 penlaian
 ombudsman
 2015
 94 96 Road Map RB
 Nasional
 3 Penataan dan Penguatan
 Ketatalaksanaan
 Indeks 69.35 Hasil
 penilaian RB
 2015
 73 76
 4 Penataan Sistem Manajemen ASN Indeks 73.74 Hasil
 penilaian RB
 2015
 75 80 Road Map RB
 Nasional
 5 Tingkat Kepuasan Layanan di Bidang
 Kelembagaan, Ketatalaksanaan, dan
 Kepegawaian serta Reformasi
 Birokrasi
 Indeks - 75 80 Rekomendasi
 Konsultan
 MATRIK PERJANJIAN KINERJA 2015 - 2017
 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO OK
 INDIKATOR SATUAN BASELINE KET KETTARGET
 1
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2018 2019 2018 2019
 Peningkatan Kualitas Kelembagaan,
 Ketatalaksanaan dan Kepegawaian22,44 22,44
 AMeningkatnya kapasitas kelembagaan
 Kementerian Pertanian
 1Nilai kapasitas organisasi (survei
 internal) (kriteria hasil)--> 6% Nilai 90 92
 2
 Nilai penguatan kelembagaan
 Kementerian Pertanian (kriteria
 pengungkit) --> 6%
 Nilai 70 72
 BMeningkatnya efisiensi pelaksanaan
 birokrasi Kementerian Pertanian
 1
 Nilai penguatan tata laksana
 Kementerian Pertanian (kriteria
 pengungkit) --> 3,5% (BP dan
 SOP Serta Pemanfaatan E-
 Government
 Nilai 83 85
 CMeningkatnya pengelolaan SDM
 aparatur Kementerian Pertanian
 1
 Nilai penguatan sistem
 manajemen SDM aparatur
 Kementerian Pertanian (kriteria
 pengungkit) --> 15%
 Nilai 85 86
 No Satuan
 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO OK 2018 - 2019Program/Kegiatan/
 Sasaran Program/Sasaran Kegiatan
 2018 - 2019
 Target Alokasi (Milyar Rupiah)
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2018 2019 2018 2019No Satuan
 PERJANJIAN KINERJA KEPALA BIRO OK 2018 - 2019Program/Kegiatan/
 Sasaran Program/Sasaran Kegiatan
 2018 - 2019
 Target Alokasi (Milyar Rupiah)
 D
 Terwujudnya perubahan mindset dan
 culture set di lingkungan kerja
 Kementerian Pertanian
 1
 Nilai Manajemen Perubahan
 Kementerian Pertanian (kriteria
 pengungkit) --> 5%
 Nilai 72 73
 EMeningkatnya kualitas pelayanan publik
 Kementerian Pertanian
 1
 Nilai persepsi kualitas pelayanan
 (survei eksternal) (kriteria hasil)-->
 10% 
 Nilai 81 83
 2Nilai peningkatan kualitas
 pelayanan publik --> 6%Nilai 87 90
 F
 Meningkatnya kepuasan unit kerja eselon
 I terhadap layanan Kesekretariatan yang
 diberikan Sekretariat Jenderal
 1
 Tingkat kepuasan unit eselon I
 terhadap layanan Biro Organisasi
 dan Kepegawaian
 Skala Likert
 (1 – 4) 3,1 3,15
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